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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB
Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model Library Congress
(LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara
internasional.
1. Konsonan
Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat

dilihat pada halaman berikut:

Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf
Arab Latin Arab Latin Arab Latin
o b J YA d q
< t o s d k
< th o sh J I
c ] ol $ p m
C h ua d & n
¢ kh b t 3 W
K d b} z B h
3 dh 4 ¢ s ,

) r : = ’ y
- f

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



Tanda Nama Huruf Latin Nama

[ Fathah a a
! Kasrah i i
j Dammah u u

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& Fathah dan Ya ai adani
5 Fathah dan Wau au adanu
Contoh:
Cik : kaifa
Jd3 : haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf Nama Huruf Latin Nama
Gooo |V ees Fathah dan Alif atau Ya a a dan garis di atas
7 Kasrah dan Ya T i dan garis di atas
» Dammah dan Wau il u dan garis di atas
Contoh:
<l mata
R0 I rama
32 :qila

&3 yamirtu
4. Ta marbirah




Transliterasi untuk ta marbisah ada dua, yaitu: ta marbizah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbifah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbizah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbiizah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
Jak Az3;  : raudah al-agfal
i) 45 al-madinah al-fadilah
dakal - al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (<), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

&) : rabbana

WaS 1 najjaina

@ : al-haqq

&V : al-hajj

a1 nu“ima

LR .
¥ ‘aduwwun
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Jika huruf ya () tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:

e 1 “Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

(205 ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J! (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh:

Owalddl - al-shamsu (bukan ash-shamsu)

433139 : al-zalzalah (az-zalzalah)

4588 ; al-falsafah

3 - al-bilad

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:

G345 1 g murina
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¢35 - al-nau’

$(~ :shai’un

e umirtu

Ky

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia,
atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis
menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’an),
Sunnah, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari
satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:

F/ Zilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-‘Ibarat bi ‘umam al-lafz la bi khusuzs al-sabab

9. Lafzal-Jalalah (4v)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditranliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:
& &gz diullah

4% billah
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Adapun ta marbizah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
43 o aa - hum f7rakmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan), dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan.
Contoh:

Wa ma Mukammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi ’a linnasi lallazz bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fi al-Qur’an

Nasir al-Din al-Ttist

Abti Nasr al-Farabi

Al-Gazali



Al-Mungiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu anak dari dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abi al-Walid Muhammad ibn Rushd ditulis menjadi: Ibnu Rushd, Aba al-Walid
Muhammad (bukan: Rushd Abu al-Walid Muhammad Ibnu) Nasr Hamid Aba

Zaid ditulis menjadi: Abtu Zaid Nasr Hamid (bukan: Zaid Nasr Hamid Aba).

11. Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swi. : subkanahii wa ta’ala

Saw. . sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s . ‘alaihi al-salam

H : Hjriah

SM : Sebelum Masehi

W. : Wafat tahun

M : Masehi

QS.../...:4 :Quran, Surah ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat.
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ABSTRAK

Nama . Priagung Sukri
NIM : 02.21.05.19.013
Judul Tesis : Penerapan Sex Education dalam Meminimalisir Pernikahan Dini

di Kota Palu Dalam Tinjauan Maqgasid al-Shart‘ah

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah seorang atau
kedua mempelai yang masih belum mancapai usia yang telah ditentukan oleh
Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan
apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Kota
Palu merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih banyak melakukan
pernikahan dini, mulai dari Tahun 2020 mencapai 644 angka, di Tahun 2021
terdapat 226 dan di Tahun 2022 turun drastis di angka 7 kasus. Fenomena ini
merupakan bukan suatu kebetulan melainkan suatu kerja keras dari pemerintah
Kota Palu khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani kasus
ini secara serius dengan beberapa cara salah satunya yaitu sex education.

Berdasarkan realitas tersebut, maka uraian dalam tesis ini berangkat dari
masalah bagaimana proses penerapan sex education dalam meminimalisir
pernikahan dini di Kota Palu?, dan bagaimana tinjauan Magqasid al-Shari‘ah
terhadap penerapan sex education dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota
Palu?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan
data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data
yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sex education dalam
meminimalisir pernikahan dini di Kota Palu yang dalam hal ini DPPPA dan
DPPKB Kota Palu melakukan segenap upaya berupa mengedukasi seksualitas
masyarakat secara formal dengan program bina keluarga balita, remaja, dan lansia
serta secara informal membentuk perpanjangan tangan dalam melangsungkan
tugas yaitu pusat informasi dan konseling (PIK-R) dan tidak lupa untuk senantiasa
mensosialisasikan bahaya dan dampak pernikahan dini. Adapun tinjauan
magashid syariah terhadap penerapan sex education dalam meminimalisir
pernikahan dini di Kota Palu tidak semuanya bertentangan dengan Magqasid al-
Shart‘ah maupun nilai-nilai keislaman lainnya karena bermuatan melindungi
nasab.

Implikasi penelitian adalah pemerintah Kota Palu harus tetap konsisten
melakukan program kegiatan yang dapat mencegah terlaksananya pernikahan dini
dan harus selalu bersinergi dengan elemen masyarakat, agar kira masalah ini
menjadi perhatian bersama untuk dicegah agar Kkiranya terciptanya masyarakat
adil makmur yang di ridhoi Allah swit.
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ABSTRACT

Name . Priagung Sukri

NIM : 02.21.05.19.013

Thesis Title :  Application of Sex Education in Minimizing Early Marriage in
Palu City in a Review of Magashid Syariah

Early marriage is a marriage carried out by one or both bride and groom
who have not yet reached the age specified by Law number 16 of 2019 concerning
amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage, it is stated that "Marriage is
only permitted if the man and woman have reach the age of 19 (nineteen) years.
Palu City is one of the areas where many people still practice early marriage,
starting from 2020 there have been 644 cases, in 2021 there have been 226 and in
2022 it has dropped drastically to 7 cases. This phenomenon is not a coincidence
but rather a hard work of the Palu City government, especially the Regional
Apparatus Organization (RAO), which takes this case seriously in several ways,
one of which is sex education.

Based on this reality, the description in this thesis departs from the
problem of how is the process of implementing sex education in minimizing early
marriage in Palu City?and what is the review of magashid sharia on the
application of sex education in minimizing early marriage in Palu City?.

This study uses a qualitative approach, data collection techniques through
interviews, observation, and documentation studies. The data analysis technique
used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the application of sex education in
minimizing early marriage in Palu City, in this case the DPPPA and DPPKB Palu
City make all efforts in the form of formally educating people's sexuality with
family development programs for toddlers, teenagers and the elderly as well as
informally forming an extension in carry out their duties, namely the information
and counseling center (PIK-R) and do not forget to always socialize the dangers
and impacts of early marriage. As for the magashid sharia review of the
application of sex education in minimizing early marriage in Palu City, not all of
it is contrary to magashid sharia or other Islamic values because it is charged with
protecting lineage.

The implication of the research is that the government of Palu City must
remain consistent in carrying out program activities that can prevent the
implementation of early marriages and must always synergize with elements of
society, so that this problem becomes a common concern to be prevented so that a
just and prosperous society will be created that is blessed by Allah swit.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk
hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan
dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon
suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan
perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa
berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.!

Perkawinan merupakan suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita
atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak
lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syarak untuk
menghalalkan pencampuran keduanya, sehingga menjadi sekutu sebagai teman
hidup dalam berumah tangga.?

Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara dua orang yang
melangsungkan ikatan saja, akan tetapi ini juga adalah ikatan sosial atau ikatan

perjanjian hukum antar pribadi dan segenap keluarga yang membentuk hubungan

tAhmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 77.

2Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat I, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia,
1999), 12.



kekerabatan. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara
pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk
keluarga.Dalam sebuah perkawinan diperlukannya seseorang mengetahui syarat-
syarat, prosedur, jenis, dan tujuan perkawinan itu sendiri. Disini penulis akan
sedikit memaparkan tentang hal-hal diatas.

Tujuan perkawinan tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang
bahagia kekal, maka dibutuhkan kematangan dalam proses serta kelanjutan dari
subjek atau orang yang akan melaksanakan janji perkawinan tersebut. Oleh karena
itu salah satu kompetensinya yaitu dari faktor usia yang matang, seperti diketahui
bahwa dalam aturan hukum di Indonesia umur yang belum matang dapat
dikatakan sebagai status anak yang seharusnya, pemerintah, masyarakat, dan
keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan
perkembangan anak menuju masa depan yang lebih baik, harus dipahami bahwa
komunitas anak merupakan kekuatan terdepan yang tak terpisahkan dengan
eksistensi dan masa depan suatu Negara®. Olehnya itu kewajiban kita bersama
untuk memberikan perhatian penuh kepada setiap individu agar melaksanakan
suatu perbuatan sesuai aturan agar generasi yang berkualitas dapat tercipta dengan
baik kedepannya. Seperti halnya urusan kematangan urusan perkawinan di
Indonesia telah diatur dengan baik tentang batasan usia setiap orang baik
perempuan maupun laki-laki untuk melakukan perkawinan, akan tetapi di
masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan masih banyak kita jumpai

pernikahan yang tidak sesuai dengan umur matang yang diatur di negara Kita.

®Madja El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
(Jakarta: Rajawali Press, 2013), 235.



Fenomena perkawinan di bawah umur masih sangat tinggi. Hal tersebut
terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini
tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Fenomena
pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu,
pernikahan usia muda dianggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang
menentang pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali lagi. Jika dahulu
orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka Kini
tidak sedikit remaja sendiri, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di
kota besar yang ingin menikah muda.

Perkawinan di bawah umur hanyalah sepenggal realitas sosial yang
dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan di bawah umur
ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang
melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut
mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekedar
menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan
hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus
dipersiapkan dengan matang. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran bagi
masyarakat untuk lebih mengoptimalkan kehidupan yang baik yang selaras
dengan aturan yang ada di negara Indonesia, agar terciptanya keteraturan hidup
bermasyarakat yang baik. Selain itu dalam syariat perkawinan dalam hukum islam
bahwa diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan generasi yang akan
datang. Tentunya hal ini pula yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dari

seorang laki-laki ataupun perempuan untuk memilih perkawinan yang mapan,



Sehingga keturunan yang dihasilkan adalah generasi yang dapat memberikan
perkembangan hidup yang selaras baik untuk negara ataupun agama dan keluarga
yang dibina sehingga tercipta keluarga yang bahagia yang penuh dengan
ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Oleh karena perkawinan haruslah
menjadi pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk menikah agar
tidak terjadi perkawinan yang tidak sesuai dari tujuan dasar perkawinan itu
sendiri. Salah satu pertimbangan tersebut adalah kematangan usia.

Salah satu syarat yang perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah adanya
batas-batas usia pernikahan. Pembatasan usia dalam pernikahan sangat penting
dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam perkawinan diperlukan
kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis yang
dapat dibina dengan baik. Tujuan pembatasan usia dalam perkawinan tersebut
adalah agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yakni
untuk membentuk keluarga yang sakinah, memenuhi kebutuhan biologis,
memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan mengikuti sunnah Rasulullah,
serta sebagai bentuk ibadah kepada Allah.*

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas
undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan
hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)
tahun.” Dengan demikian, apabila perkawinan dilakukan oleh orang-orang yang
belum mencapai usia yang telah ditetapkan, maka dianggap belum siap untuk

membangun mahligai rumah tangga. Pernikahan seperti ini dikenal dengan

“4Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: Accademia Tazafa, 2004), 38.



sebutan pernikahan usia dini, yang dianggap rentan karena belum terbentuknya
kematangan baik dari segi hukum, psikologis, maupun biologis. Dan juga terdapat
pula pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:
“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam
pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami dan istri sekurang-
kurangnya berumur 19 tahun.

Batasan usia minimal menikah memang menimbulkan pro-kontra di
kalangan masyarakat. Terkhusus terhadap kaum wanita yang menjadi korban
kawin di usia muda atau nikah diusia dini, banyak sekali mendapat ketidakadilan
bagi mereka yang mana hak-hak mereka untuk dapat menimba ilmu dan
mendapatkan perlindungan dari orang tua tidak terpenuhi akibat berbagai
permasalahan seperti permasalahan ekonomi dan mengakibatkan orang tua
terpaksa untuk menikahi anaknya diusia dini guna bisa mendapatkan kehidupan
yang layak.

Bila dilihat Pasal 15 KHI di atas, maka tujuan dari pengaturan tentang
batasan usia perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan
rumah tangga. Namun apakah apakah benar bahwa pengaturan tersebut
merupakan maslahah? Atau justru jauh dari kategori maslahah? Mengingat usia
perkawinan adalah hal yang yang harus di pertimbangkan terlebih dahulu sebelum

memutuskan untuk menikah.®

SAhmad Arif Masdar Hilmy, “Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal
Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Maslahah Sa’id
Ramadan Al-Buti”, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018)



Fenomena perkawinan dibawah umur bukanlah hal baru di Indonesia.
Misalnya kasus perkawinan yang sempat menggemparkan warganet dan media
masa yang terjadi pada bulan Maret 2019 di Parepare, Sulawesi Selatan dengan
inisial MAA seorang laki-laki yang berusia 16 tahun dan DAM seorang
perempuan berusia 14 tahun.® Kasus ini bukanlah yang pertama dan bukan pula
yang terakhir di negeri ini. Kasus ini hanyalah salah satu kasus yang mengemuka
dari ribuan kasus.

Hingga saat ini, angka perkawinan anak di Indonesia masih cukup tinggi.
Menurut laporan United Nations International Children’s Emergency Fund
(UNICEF) yang berjudul “State of The Children” yang diterbitkan pada tahun
2016, Indonesia menempati negara nomor tujuh di dunia untuk tingkat
perkawinan anak tertinggi. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia
menduduki peringkat kedua untuk kategori yang sama. Bahkan, Badan Pusat
Statistika (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2015 sekitar 23 persen perempuan
usia 20 — 24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun, dan angka tersebut
meningkat menjadi 25,71 persen pada tahun 2017.” Kondisi yang berkembang
memberikan gambaran konkret bahwa maraknya praktik perkawinan anak di
bawah umur mengisyaratkan hukum perkawinan di Indonesia nyaris seperti
hukum yang “tidak bergigi” karena begitu banyak pelanggaran yang terjadi

terhadapnya tanpa dapat ditindak secara hukum.

5Tim Redaksi Liputan 6, “Sepasang Anak di bawah Umur Dinikahkan Seusai Kabur dari
Rumah”,Situs Resmi Liputan 6.https://www.liputan6.com/regional/read/3909348/sepasang-anak-
di-bawah-umur-dinikahkan-usai-kabur-dari-rumah (06 April 2022).

"Tim Redaksi Viva, “Pernikahan Dini Renggut Nyawa dan Hak Anak”, Situs Resmi
Viva.https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1102035-pernikahan-dini-renggut-nyawa-dan-
hak-anak (02 April 2022).


https://www.liputan6.com/regional/read/3909348/sepasang-anak-di-bawah-umur-dinikahkan-usai-kabur-dari-rumah%20(06
https://www.liputan6.com/regional/read/3909348/sepasang-anak-di-bawah-umur-dinikahkan-usai-kabur-dari-rumah%20(06
https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1102035-pernikahan-dini-renggut-nyawa-dan-hak-anak
https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1102035-pernikahan-dini-renggut-nyawa-dan-hak-anak

Di samping itu, pembatasan usia kawin memiliki relevansi dengan masalah
kependudukan, karena batas usia kawin yang lebih rendah mengakibatkan laju
kelahiran yang lebih tinggi. Maka dari itu, pemerintah menetapkan batas usia
kawin seperti yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi pada
kenyataannya, di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih kurang
menyadari akan pentingnya pembatasan usia yang telah diatur dalam Undang-
Undang Perkawinan tersebut.

Secara umum, sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada
usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Pernikahan dini terjadi
karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih
sangat belia, akan cukup meringankan beban orang tuanya. Khususnya dari segi
ekonomi; (2) Orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran
pendidikan yang rendah khususnya sex education; (3) Ada kekhawatiran di
kalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah
berpacaran dengan laki-laki maka harus segera menikahkannya; (4) Gencarnya
media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa
dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik, yang mengekspos
pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum,
yang menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjebak dalam lingkup
“permissive society”, yakni masyarakat yang telah terkontaminasi pemikiran
untuk memaklumi perilaku menyimpang dan menganggapnya sebagai sesuatu

yang wajar; (5) Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya



menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan laki-laki yang
melamarnya; (6) dan maraknya pergaulan bebas sehingga anak-anak melakukan
seks di luar nikah kemudian hamil dan pada akhirnya dinikahkan.®

Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat
penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas
bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jalan
keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin
menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan.

Perkawinan di bawah umur melalui penetapan dispensasi kawin baru
diperbolehkan jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon
mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode sadd alzari’ah
untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.®
Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu
terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak
memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah
tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah

umur antara lain :

8Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal de Jure, Jurnal
Syari’ah dan Hukum 3, No 2, Desember (2011): 127. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/
syariah/article/view/2144/pdf (02 Februari 2022).

°Ahmad Rofig, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Gama Media,
2001), 111.
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http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/%20syariah/article/view/2144/pdf%20(02

1. Segi fisik
Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu
pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan
dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi
merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan
rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga
yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.
2. Segi mental
Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada
setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami
guncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang
emosionalnya.
3. Segi kesehatan
Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang
berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian
bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak
masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.
4. Segi kelangsungan rumah tangga
Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat
kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.°
Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah

umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1L abib MZ, Risalah Nikah, Talak dan Rujuk, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 36.
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Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan di bawah
umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua
mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka
langsungkan.!

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kementerian PPPA) melaporkan bahwa ada peningkatan angka perkawinan anak
selama pandemi Covid-19. Pada 2020, terdapat lebih dari 64 ribu pengajuan
dispensasi pernikahan anak bawah umur. Salah satu faktor yang menyebabkan
kejadian tersebut yaitu kurangnya sex education bagi anak-anak. Namun, di
Indonesia sex education masih dianggap hal yang tabu. Banyak orang tua berpikir
bahwa sex education hanya berfokus pada hubungan suami istri, sex education
mengajarkan seks bebas, dan lain-lain.'? Dinas pengendalian penduduk dan
keluarga berencana (DP2KB), mencatat angka pernikahan dini di Kota Palu
mencapai 644 orang pada Tahun 2020, hal itu disebabkan kurangnya pengetahuan
sex education pada usia remaja.’?

Psikolog klinis dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Anna Surti
Ariani mengatakan pemberian edukasi seksualitas pada masyarakat dapat
membantu mencegah terjadinya suatu pernikahan dini kepada seorang anak. Anak

remaja tidak suka dibuat penasaran. Itu justru membuat mereka ingin mencoba

1 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2006), 11.

2 Annisa Tunjung, “Angka Pernikahan Dini Melonjak: Indonesia Darurat Sex Education”,
https://www.kompasiana.com/annisal190719/61e7f40680a65a6b3c35a472/angka-pernikahan-dini-
melonjak-indonesia-darurat-sex-education, (29 Agustus 2022).

3Diolah dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Data
Tahun 2022, (1 Agustus 2022).


https://www.kompasiana.com/annisa190719/61e7f40680a65a6b3c35a472/angka-pernikahan-dini-melonjak-indonesia-darurat-sex-education
https://www.kompasiana.com/annisa190719/61e7f40680a65a6b3c35a472/angka-pernikahan-dini-melonjak-indonesia-darurat-sex-education
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dan seharusnya kita melakukan pendidikan seksualitas di usia yang tepat,
termasuk memberi tahu resiko-resiko pernikahan dini. 4

Berdasarkan realitas yang telah dikemukakan di atas, salah satu langkah
yang harus ditempuh untuk mencegah terjadinya maraknya praktik pernikahan
dini yaitu langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama harus lebih
tingkatkan lagi serta sosialisasi dan pemberian materi sex education yang tidak
boleh dianggap tabu lagi. Agar mendapat perhatian yang lebih besar dari
masyarakat, dalam hal ini orang tua dan tokoh agama, serta pemerintah daerah
setempat yang berwenang harus lebih proaktif dalam menangani masalah ini.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji akan
menuangkannya dalam tesis yang berjudul: “Penerapan Sex Education dalam
Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu dalam Tinjauan Magqasid

Shari’ah )”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Sex Education dalam Meminimalisir Pernikahan
Dini di Kota Palu?
2. Bagaimana Tinjauan Magasid Shari’ah Terhadap Penerapan Sex

Education dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu?

Tirto.id, “Minimnya Pendidikan Seksual Tingkatkan Angka Pernikahan Usia Anak”,
https://tirto.id/minimnya-pendidikan-seksual-tingkatkan-angka-pernikahan-usia-anak-ejL8, (29
Agustus 2022).


https://tirto.id/minimnya-pendidikan-seksual-tingkatkan-angka-pernikahan-usia-anak-ejL8

12

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Bagaimana Penerapan Sex
Education dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu.

b. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Bagaimana Tinjauan
Magasid Shari’ah Terhadap Penerapan Sex Education dalam
Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagali
bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis
tentang masalah yang dikaji khususnya bagi mahasiswa Program
Studi Ahwal Syakhsiyyah.

b. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
bahan referensi dan masukan kepada Pemerintah Kota Palu dalam
meminimalisasi pernikahan dini serta berguna bagi pelaksanaan
penerapan Sex Education.

D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

Penulis perlu memberikan penjelasan kata-kata atau istilah yang terdapat
pada judul tesis ini, agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru atau

penafsiran yang berbeda-beda. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
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1. Sex Education
pendidikan seksual sebagai pengajaran, penyadaran, dan penerangan
kepada anak sejak ia memikirkan masalah-masalah seksual, hasrat dan pernikahan
sehingga ketika anak itu menjadi pemuda tumbuh dewasa dan memahami urusan-
urusan kehidupan maka ia mengetahui kehalalan dan keharaman bahkan mampu
menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak, kebiasaan dan tidak mengikuti
syahwat.™®
2. Minimalisir
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minimalisir berasal dari kata
minimal yang artinya sedikit-dikitnya ataupun sekurang-kurangnya.'®
3. Pernikahan Dini
Pernikahan dini terbagi atas dua kata, yaitu nikah, dan dini. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agamal’, dan dini berarti
sebelum waktunya.® Jadi, pernikahan dini adalah ikatan (akad) perkawinan yang
dilakukan sebelum waktunya.
Yang dimaksud dengan pernikahan dini dalam penelitian ini adalah

pernikahan yang dilakukan oleh salah seorang atau kedua mempelai yang belum

15Suraji Munawir dan Sofia Rahmawati, Pendidikan Seks Bagi Anak, (Yogyakarta:
Pustaka Fahima, 2008), 56.

16«“Minimalisasi”’, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online:https://kbbi.kemendikbud.go
.id/entri /nikah (31 Agustus 2022).

1“Nikah”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online:https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri
/nikah (31 Agustus 2022).

18“Dini”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online:https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/
dini (31 Agustus 2022).


https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri%20/nikah
https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri%20/nikah
https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri%20/nikah
https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/%20dini
https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/%20dini
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mencapai usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.
4. Magasid Shari’ah

Al-Magasid terbagi menjadi dua, yang pertama berkaitan dengan maksud
Tuhan selaku pembuat hukum, dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf
(subjek hukum).® Maksud dari penjelasan diatas, maksud syar’i Allah Subkanahi
wa ta’ala adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat: dunia dan
akhirat. Dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-
Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Yaitu,
dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu
haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (maslahah) dan kerusakan
(mafsadat).?
E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang isi dari
proposal penelitian ini, maka pembahasan penelitian ini disusun dalam 3 (tiga)
bab sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bagian yang di
dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, penegasan istilah/definisi operasional, dan garis-garis besar isi.

®Imam al-Syathibi, al-Muwafagat Fi Ushul al-Ahkam, (Saudi Arabia: Dar Ibn
Affan,1997), Juz-I, 7.

2panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2019), 104.
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Bab Il Kajian Pustaka. Bab ini berisi pembahasan mengenai ringkasan
secara umum mulai dari penelitian terdahulu, kajian teori yang memuat subbab
pernikahan dini, sex education, Magqasid shari’ah, dan kerangka pemikiran.

Bab Ill Metode Penelitian. Pada bab ini, peneliti membahas tentang
metode penelitian yang digunakan. Adapun sub bagian dari bab ini yakni
pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan
keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini memuat jawaban dari beberapa
rumusan masalah dari tesis ini yaitu gambaran umum lokas penelitian, bagaimana
penerapan sex education dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu, dan
bagaimana tinjauan Maqasid shari’ah terhadap penerapan sex education dalam
meminimalisir pernikahan dini di Kota Palu.

Bab V Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan implikasi penelitian

serta dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran lainnya.



BAB I1

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan, maka penulis terlebih
dahulu melihat, mengkaji, dan menelaah beberapa penelitian tesis terdahulu yang
hampir memiliki kesamaan dan tentunya memiliki perbedaan pula dengan
penelitian yang penulis lakukan.
1. llham Laman, NIM : 15B02110 dengan judul tesis Perkawinan di Bawah
Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo, Universitas Negeri Makassar,
2011. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui latar
belakang terjadinya perkawinan di bawah umur, serta bentuk pencegahan
perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo. Jenis
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan
dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif
kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa
faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah umur, yaitu
faktor ekonomi, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan,
teman dan lingkungan bergaul, serta faktor budaya malu (Siri’). Adapun
akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur di
Kelurahan Purangi Kota Palopo antara lain, perceraian, menambah daftar

putus sekolah, serta penelantaran anak. Adapun bentuk pencegahan dari

16
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perkawinan di bawah yaitu, harus adanya kerja sama yang baik dengan
pihak terkait tentang cara meningkatkan kualitas dan hasil dari perkebunan
atau pertanian, sehingga masalah ekonomi bukan lagi menjadi alasan
utama masyarakat untuk mengawinkan anaknya di bawah umur,
meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak serta
mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah serta masyarakat terkait
untuk memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan serta
memberikan pemahaman akan dampak dari perkawinan di bawah umur.
Adapun persamaannya Yyaitu tesis llham Laman menggunakan jenis
penelitian lapangan (field research) dan membahas tentang perkawinan di
bawah umur/dini namun berbeda pada lokasi penelitian serta substansi
rumusan permasalahan yang akan dikaji. Perbedaanya adalah tesis Ilham
Laman mengkaji tentang akibat dari perkawinan di bawah umur serta
bagaimana pencegahan terhadap perkawinan dibawah umur sedangkan
pada penelitian penulis yang akan dibahas yaitu bagaimana penerapan sex
education dalam meminimalisasi pernikahan dini serta ditinjau dari
magqasid al-Shart‘ah.*

2. Dede Hafirman Said, NIM : 240909294 dengan judul tesis Problematika
Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-
Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang Nol Tahun 1974
Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam), Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara, Medan, 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

Ylham Laman, Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo,
(Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar), 2017.
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sistem pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur dipandang dari segi
Hukum Islam dan Undang- Undang No. 1 tahun 1974, serta akibat
hukumnya. Penelitian ini menggunakan teori Magdasid Al-Shari‘ah Yyaitu
tujuan- tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung
dalam setiap hukum untuk keperluan dan keperluan pemenuhan umat. Dari
penelitian yang dilakukan ada dua hal terkait dalam penelitian ini.
Pertama, deskripsi mengenai pernikahan di bawah umur di kota Binjai dan
faktor- faktor penyebabnya. Hasilnya pernikahan dibawah umur atas izin
orang tua di se- kecamatan Kota Binjai laki- laki berjumlah 33 orang,
perempuan berjumlah 233 orang pada tahun 2016. Dan perkawinan atas
izin pengadilan laki- laki 1 ( satu ) orang, perempuan 1 ( satu )
orang.Kedua, sejaun mana efektifitas peranan KUA terkait dengan
usahanya menanggulangi dan melaksanakan pernikahan dibawah umur di
Kota Binjai, mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan
memalsukan administrasi dan juga pencatatan nikah. Hasilnya KUA se-
kecamatan kota Binjai dalam hal ini penghulu telah mengadakan
sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah
ditentukan Undang- undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah)
menikah dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai. Persamaan tesis
Dede Hafirman Said dengan tesis penulis adalah yaitu sama-sama
membahas tentang pernikahan dini, akan tetapi tesis Dede Hafirman Said
meninjau dari perspektif yuridis dan hukum Islam yang mana pada tesis

Dede Hafirman Said mengkaji tentang bagaimana penerapan hukum Islam
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dan undang-undang perkawinan di bawah umur serta problematika yang
ada pada pelaksanaan perkawinan dini di se-Kecamatan Kota Binjai.
Perbedaannya yaitu penelitiannya mengkaji problematika perkawinan dini
di Kota Binjai, bagaimana respon kantor urusan Agama se-Kota Binjai
terhadap perkawinan dini serta tinjauan yuridis, penerapan undang-
undangnya, dan hukum Islam terhadap perkawinan dini sedangkan
penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana penerapan sex education
dalam rangka meminimalisasi pernikahan serta bagaimana tinjauan
maqasid al-Shart‘ah terhadap penerapan sex education itu sendiri.?

3. Friska Margareth Parapat, NIM : 147032097 dengan judul tesis Analisis
Kasus Dari Pernikahan Dini Tentang Kesehatan Reproduksi Bagi
Pasangan Suami-Istri di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016. Menurut Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), (2012)
menyatakan angka pernikahan usia di bawah 19 tahun masih tinggi yakni
mencapai 20%. Populasi penduduk usia remaja (16-24 tahun) mencapai
27,6% dari jJumlah penduduk Indonesia yaitu 64 juta jiwa. Menurut Badan
Statistik (2012) di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan Angka Kelahiran
Bayi pada ibu yang berusia 15-19 tahun berkisar 33%. Adapun jumlah
kematian bayi di Sumatera Utara cukup tinggi sebanyak 40/1000 kelahiran
hidup Dari jumlah tersebut 30-35 persen diantaranya sudah melakukan

pernikahan di usia dini. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan

2Dede Hafirman Said, Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor
Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Hukum Islam), (Medan: Universitas Islam Negeri (UIN) Medan), 2017.
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paradigma interpretivisme bertujuan menganalisis faktor penyebab dan
dampak dari pernikahan dini. Penelitian dilaksanakan di Desa Limau
Manis. Peneliti mempelajari kasus 5 orang yang melakukan pernikahan
dini. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan orang, peristiwa
sesuai karakteristiknya sesuai dengan kategori dan kronologinya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini di
Desa Limau Manis yaitu faktor ekonomi, pendidikan, hamil diluar nikah,
kemauan sendiri, keluarga, media massa dan kurangnya pengetahuan
tentang kesehatan reproduksi. Dampak yang ditimbulkan menikah pada
usia dini yaitu mudah cemburu dan curiga karena belum matangnya
psikologisnya, ketidakstabilan ekonomi keluarga dengan penghasilan yang
rendah, terjadinya perceraian, meningkatnya resiko kehamilan dan
persalinan pada ibu dan bayi. Persamaan tesis Friska Margareth Parapat
dengan tesis penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pernikahan dini.
Perbedaannya yaitu penelitiannya mengkaji kasus pada pernikahan dini
tentang kesehatan reproduksi kesehatan pada pasangan suami-istri dan
lokasi penelitiannya yang dilakukan di Desa Limau Manis Kecamatan
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sedangkan penelitian penulis
mengkaji tentang bagaimana penerapan sex education dalam rangka
meminimalisasi pernikahan dini.?

4. Agus Purnomo, NIM: 203011001524 dengan judul tesis Pentingnya

Pendidikan Seks Bagi Remaja dalam Keluarga Guna Mencegah Perilaku

SFriska Margareth Parapat, Analisis Kasus dari Pernikahan Dini tentang Kesehatan
Reproduksi bagi Pasangan Suami-Istri di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa
(Medan: Universitas Sumatera Utara), 2016.
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Menyimpang, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2007. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk
mengungkap dan sekaligus untuk mengetahui perihal penyebab remaja
berperilaku menyimpang serta mencari solusi pencegahan atau jalan keluar
terhadap masalah penyimpangan perilaku di kalangan remaja. Jenis
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif,
teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan penyimpangan perilaku
seksual dikalangan remaja yang kini semakin marak terjadi, di antara
sebabnya adalah karena penyalahgunaan teknologi informasi yang akhir-
akhir ini semakin berani dan terang-terangan mengekspos gambar-gambar
serta adegan-adegan semi telanjang yang semakin deras bermunculan di
tengah-tengah masyarakat. Persamaan penelitian Agus Purnomo dengan
tesis penulis adalah sama-sama membahas tentang pendidikan seks dan
menggunakan metode penelitian yang sama. Adapaun perbedaanya adalah
penelitian Agus Purnomo membahas tentang pentingnya pendidikan seks
guna mencegah perilaku penyimpangan di kalangan remaja dalam
keluarga sedangkan tesis penulis membahas tentang minimalisasi
pernikahan dini melalui pendidikan seks dalam tinjauan magasid al-
Shari‘ah serta lokasi penelitian yang berbeda.*

5. Shofia Khoerunisa, NIM: 1113111000070 dengan judul tesis Peran Orang

Tua dalam Sosialisasi Pendidikan Seks Kepada Remaja di Kampung

“Agus Purnomo, Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Remaja dalam Keluarga Guna
Mencegah Perilaku Menyimpang, (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta), 2007.
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Panawuan, Kabupaten Garut (Studi Kasus Kepada Orang Tua dari Anak
Hamil di Luar Nikah), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
pemahaman orang tua dalam sosialisasi pendidikan seks kepada remaja,
menganalisis peran orang tua dalam sosialisasi pendidikan seks kepada
remaja, dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi orang tua dalam
melakukan sosialisasi pendidikan seks kepada remaja. Hasil penelitian ini
adalah orang tua memiliki peran dan fungsi dalam keluarga terutama
terhadap anak, yaitu seperti pengawasan, perlindungan, pendidikan,
termasuk di dalamnya pendidikan seks, karena pendidikan seks
mengarahkan remaja dalam hal perilaku seksnya. Dalam hal ini orang tua
tidak menjalankan perannya karena tidak melakukan sosialisasi pendidikan
seks kepada anak remajanya dan penyebab belum dilakukannya sosialisasi
pendidikan seks oleh orang tua kepada anak remajanya yaitu karena
mengalami beberapa kendala yang dihadapi seperti; a) komunikasi
mengenai seks, adanya rasanya malu untuk menyampaikan secara
langsung mengenai seks dan adanya anggapan belum pantas materi seks
untuk disosialisasikan kepada remaja; b) guru agama dapat menggantikan
orang tua dalam komunikasi mengenai pendidikan seks; c¢) media
membantu anak remaja dalam sosialisasi pendidikan seks; d) sosialisasi
pendidikan seks memicu terjadinya perilaku seks menyimpang. Adapun
persamaan penelitian Shofia Khoerunisa dengan tesis penulis adalah sama-

sama membahas tentang pendidikan seks tetapi berbeda pada rumusan



23

masalah yang akan dikaji. Perbedaanya adalah tesis Shofia Khoerunisa
mengkaji tentang peran orang tua dalam sosialisasi pendidikan seks
kepada remaja sedangkan tesis penulis yang akan dibahas vyaitu
minimalisasi pernikahan dini melalui sex education dalam tinjauan
magasid al-Shart ‘ah.®
B. Kajian Teori
1. Pernikahan Dini
Pernikahan dini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini
sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak pula di
pedalaman. Faktor penyebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi,
rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, karen
hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer disebut dengan istilah (married by
accident), dan lain-lain
a. Definisi Pernikahan dini
Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu
calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan
oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 19 tahun
bagi pria dan wanita.
b. Faktor Penyebab Pernikahan Dini
Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia

sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk

SShofia Khoerunisa, Peran Orang Tua dalam Sosialisasi Pendidikan Seks Kepada
Remaja di Kampung Panawuan, Kabupaten Garut (Studi Kasus Kepada Orang Tua dari Anak
Hamil di Luar Nikah), (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta),
2018.
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kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan
calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami dan istri sekurang-
kurangnya berumur 19 tahun”. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai
usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan dini.

Jadi perkawinan Dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang
laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas
minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut
belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum
mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal
materi, Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan kawin muda disebabkan oleh:

1) Faktor ekonomi

Banyak fenomena tentang pernikahan di usia dini disebabkan karena
ekonomi keluarga yang kurang. Anggapan orang tua yang menikahkan anaknya
diusia dini agar beban ekonomi keluarga berkurang. Jika anaknya sudah menikah
maka semuanya sudah tanggungjawab seorang suami. Orang tua pun berharap
bahwa anaknya yang sudah menikah akan membantu perekonomian orang tua.

2) Faktor diri sendiri dan media sosial

Pernikahan di usia dini bias saja disebabkan karena adanya kemauan

sendiri dari pasangan. Hal ini didasari karena pengetahuan dari film-film porno

yang ada di sosial media.setelah menonton film tersebut, pasangan penasaran dan

6Kamal Muchtar, Hukum Perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 97.
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akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang negatif seperti melakukan hubungan seks
di luar nikah.
3) Faktor orang tua
Faktor orang tua juga menjadi penyebab pernikahan dini, dimana orang tua
memaksakan anaknya untuk melakukan pernikahan meskipun belum cukup umur.
Karena disebabkan beberapa faktor seperti perjodohan, ekonomi, kebudayaan dan
lain sebagainya.
4) Faktor minimnya pendidikan
Rendahnya pendidikan yang dimiliki juga mengakibatkan pernikahan dini,
khususnya sex education (Pendidikan Seks). Sehingga masyarakat tidak tahu-
menahu persoalan tentang apa itu persoalan seputaran pernikahan dan
implikasinya.
c. Batasan Usia Pernikahan
Isu batasan usia dalam perkawinan kembali terdengar dan diperbincangkan
setelah putusnya terhadap gugatan judicial review (Uji Materi) di Mahkamah
Konstitusi pada tahun 2018 yang mana ini adalah perkara yang kedua setelah
diangkat kembali pasca tahun 2015 lalu. Yang mana pada putusan tersebut
memutuskan untuk menaikkan batasan usia perkawinan bagi perempuan yang
awalnya terdapat dalam UU Perkawinan batasan minimal dalam perkawinan
untuk perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Dan setelah diputuskan bahwa
batasan usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas)

tahun.’

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017
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Sebelumnya dalam kitab-kitab fikih klasik tidak pernah dijumpai adanya
batasan usia menikah bagi seseorang, baik bagi laki-laki maupun perempuand,
Namun, hal ini tidak berarti bahwa undang-undang negara muslim tidak
menerapkan ketentuan mengenai batasan usia dalam perkawinan®.

Paparan selanjutnya akan Penulis urai secara rinci batasan usia perkawinan
dalam Islam sehingga tidak dikategorikan batasan usia perkawinan secara
keseluruhan.

1) Batasan Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam sendiri tidak pernah menyebutkan secara rinci mengenai
kriteria “dewasa” dan “layak” untuk menikah baik itu laki-laki maupun
perempuan. Namun bila diteliti lebih lanjut ada dua ayat dalam Alquran yaitu
surah An-Nur ayat 32 dan An-Nisa ayat 6 yang memiliki korelasi dengan usia
baligh untuk menikah terutama pada kata-kata solizina dan rushdan, firman Allah
subhanahii wa ta’ala dalam QS. An-Nur (24): 32 sebagai berikut:

0 25k 215 155580 0 A5 sl s Gl Ak Y1 1,480
ale oy & ﬁd/izé e

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

8Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
200.

°Dedi Supriyadi, Figh Munakahat Perbandingan, (Dari Tekstual sampai Legislasi),
(Bandung: Pustaka Setia, 2009), 59.
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memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”°

Dalam tafsir al-Munir, kata (2] Us) yang dimaknai seseorang yang sudah
memiliki kelayakan dan kompetensi untuk menikah serta menunaikan hak-hak
dan kewajiban-kewajiban pernikahan.!! Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan
kata (Ce>d Ka) yaitu orang yang layak kawin yakni yang mampu secara mental dan
spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama.'?
Karena fungsi dari perkawinan itu memerlukan persiapan, tidak hanya materi,
tetapi juga kesiapan mental maupun spiritual baik calon mempelai laki-laki
maupun perempuan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa indikator dari mental pada diri
seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan sangat berkaitan dengan usia
seseorang. Secara umum orang yang baik mental dan dewasa adalah orang yang
usianya lebih dari anak-anak, atau dapat dikatakan matang dalam kejiwaan dan
pemikiran. Kata solizina juga memberikan petunjuk bahwa perkawinan dalam
Islam memiliki syarat dan ketentuan meskipun masih bersifat umum. Karena
kedewasaan dan kematangan di identik dengan usia seseorang, dan kata ini
sebagai cikal bakal dari proses penetapan usia baligh dalam perkawinan.

Selanjutnya kata rusydan (1% ) terdapat pada QS. An-Nisa (4): 6 sebagai

berikut:

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011),
355.

H\Wahbah al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, (Jakarta: Gema Insani, 2016) Jilid 9 (Juz 17-18),
512.

2M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian, (Jakarta: Lentera
Hati, 2002), vol. 9, 334.
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Terjemahnya:
“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk

menikah. Kemudian jika menurutmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...”*3

Menurut tafsir Al-Misbak, makna kata rushdan adalah ketetapan dan
kelurusan jalan. Dan dari sini lahir kata rushd yang bagi manusia adalah
kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak
setepat mungkin.!* Sedangkan kalimat sebelumnya vyaitu balighi al-nikak
menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad adalah sampai mereka mencapai usia
nikah (akil baligh) dengan mengalami mimpi basah atau telah mencapai usia
baligh.?

Menurut Rasyid Ridha kata balighz al-nikai menunjukkan bahwa usia
seseorang untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi. Pada umur ini, seseorang
telah bisa melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya
untuk menikah. Kepadanya juga dibebankan hukum-hukum agama, seperti ibadah
dan mu ‘amalat serta diterapkannya Audizd. Karena itu, rushdan adalah kepantasan
seseorang dalam ber-tasarruf serta mendatangkan kebaikan.®

Tafsiran pada kata solizina dan rushdan memberikan sinyal bahwa
kedewasaan atau baligh identik dengan usia seseorang secara umum. Dalam hal

ini, Alguran hanya memberikan isyarat secara umum tentang cara melupakan

BDepartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 178.
14M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishah: pesan, kesan dan keserasian, 351.

S Muhammad Ali al-Shabuny, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an, (Beirut: Daral-Kutub
al-’Timiyyah, 1999), 153.

1Dedi Supriyadi, Figh Munakahat Perbandingan, (Dari Tekstual sampai Legislasi), 61.
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seseorang itu baligh atau tidaknya. Mengenai batasan usia menikah ini adalah
persoalan figh yang tidak terlalu dibahas secara terperinci. Maksudnya tidak ada
nas yang menjelaskan lebih spesifik berapa batasan usia seseorang bisa
melangsungkan pernikahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan sehari-
hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan
dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah
dalam H.R. Ahmad dan Empat Imam, kecuali Tirmidzi sebagai berikut:
(At W o 236 (T 0y 18 ey e i Tia ol cpdle
Artinya:
“Dari Aisyah r.a. dari Nabi saw bersabda: ‘Terangkat qalam
(pertanggungjawaban) dari tiga hal, orang yang tidur hingga ia bangun,

anak kecil hingga ia mimpi, dan orang gila hingga ia siuman (sembuh),
dan sadar.”!’

Berdasarkan hadis di atas, ciri utama baligh adalah dengan tanda-tanda
seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan haid bagi perempuan. Hadis ini tidak
menisyaratkan tentang batasan baligh, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda
baligh (‘alamatulbulizgh). Secara ekplisitnya para fugaha tidak sepakat terhadap
batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa baligh bagi seorang
itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya.'®

Menurut sebagian fugaha, ketentuan baligh maupun dewasa bukanlah
persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk

melaksanakan perkawinan. Keempat Imam Mahzab besar berpendapat bahwa

Al-San’ny, Sulubus As-Salaam, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), jilid 3, 181.

18Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fugaha dan Penerapannya dalam
Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam”. Jurnal Al-‘Adalah. Vol. XII, No.4, Desember 2015,
881.
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ayah boleh mengawinkan anak perempuan yang masih perawan (belum baligh),
demikian juga neneknya apabila ayah tersebut sudah tidak ada. Adapun Ibn Hazm
dan Shubrumah berpendapat bahwa ayat ini tidak boleh mengawinkan anak
perempuan yang masih Kkecil, kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin
darinya.®

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan
Rasulullah saw dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun sebagaimana

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

g iy Ul 3 (o (403 O S Sy Ul 3 allus alle "\emi;d‘@sj}
Artinya:

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan
beliau memboyongnya ketika ia berusia sembilan tahun.”?

Adapun batasan minimal menikah menurut riwayat Ibnu Umar sebagai

berikut:

@.\J\u\)qcw\&@bgﬁ\m\m&ﬁuhwwm\uh
eyémﬁjc)melao)uceJ\w\ﬁjh\eyM}elujdb &m
ajhbﬁua)mcumu.a\}zJUM\

Artinya:

“Aku telah mengajukan diri kepada Nabi saw untuk ikut berperang Uhud
ketika umur 14 tahun, dan beliau tidak mengizinkanku. Aku mengajukan
diri lagi kepada beliau tatkala perang Khandaq, ketika itu umurku 15
tahun, dan beliau membolehkan aku untuk mengikuti perang”.?:

BAl-San’ny, Sulubus As-Salaam, 181.

2Muslim, Shahih Muslim, (Jakarta: Dar Thya’ Al-Kutub Al-Arabiah, t.t.), jilid 1, 595.
2LAhmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 81.
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Melihat tentang batasan usia baligh atau batas usia minimal nikah dalam
pandangan fugaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembawasan adalah
15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 9 tahun. Yang mana
pada masa itu terutama di Madinah sudah tergolong dewasa.

Oleh karena itu Ahmad Rofig menjelaskan bahwa pemahaman usia 15
tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Karena biasanya pada
usia tersebut, anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya.
Adapun bagi perempuan, 9 tahun untuk daerah seperti madinah telah dianggap
memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi
oleh Rasulullah. Atas hadis tersebut, dalam kitab Kasifah al-saja fr sharii safinah
al-naja dijelaskan, tanda-tanda dewasanya (baligh) seseorang itu ada tiga, yaitu
sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi
laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun, dan haid (menstruasi) bagi wanita usia
9 tahun. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah kepada kaum muslim
agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia 7 tahun, dan
memukulnya pada usia 10 tahun apabila si anak enggan menjalankan shalat.??

Realisasi dari hadis diatas adalah adanya kesepakatan secara wajar bahwa
calon mempelai yang kurang dari 19 tahun, boleh melangsungkan pernikahannya
karena mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa
konsep pembaharuan hukum Islam itu bersifat ijtihadi. Disamping itu,
pemahaman terhadap nas, terutama yang dilakukan oleh Rasulullah saw pada saat

menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami seiring dengan tuntutan situasi dan

2|bid, 82.
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kondisi waktu itu. Ini penting karena ketentuan kemaslahatan yang ada waktu itu
dibanding dengan sekarang jelas berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia untuk melangsungkan
perkawinan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 19
tahun yang didasarkan kepada pernikahan Nabi dengan Aisyah. Namun hal ini
dilihat dari tanda-tanda balighnya dan pada masa itu tergolong sudah dewasa.

Para Ulama sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebaligh-an
seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan
haid kedudukan sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Para Ulama
mazhab juga mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh-
nya seseorang. Namun Imam Hanafi menolaknya karena tidak berbeda dengan
bulu pada tubuh lainnya.

Imam Syafi’i dan Imam Hambali menyatakan bahwa usia untuk anak laki-
laki dan peremepuan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkan 17
tahun. Lalu Imam Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki 18 tahun
dan perempuan 17 tahun. Serta Imamiyah menetapkan usia baligh anak laki-laki
adalah 15 tahun dan perempuan 9 tahun.?

Namun hal ini berbeda dengan pandangan Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-
Asham, dan Ustman al-Batti yang pandangannya bahwa baik laki-laki ataupun
perempuan tidak dapat melangsungkan pernikahan sebelum mereka mencapai usia

baligh.?* Hal ini mereka dasari mengacu pada QS. an-Nisa: 6. Dalam maknanya

ZMuhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, terj. Masykur A.B., dkk, (Jakarta:
Lentera, 2013), cet ke-28, 317.

24Husein Muhammad, Fikih Perempuan, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007), 94.
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Wahbah al-Zuhaili menjelaskan baligha al-nikas dengan sampainya seorang pada
batas usia perkara-perkara taklif dan hukum-hukum shar’i. Jika disandarkan
dengan usia sekitar 15 tahun menurut pendapat Imam Syafi’i dan Hambali.?®

Adapun keputusan dari hasil Ijtima Ulama komisi fatwa se-Indonesia ke-

Il tahun 2009 meskipun dalam literatur figh Islam, tidak ada ketentuan yang
mengatur batas usia menikah. Namun secara hikmah tashr:’ dalam perkawinan
adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh
keturunan (hifz al-nasl) dalam hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon
mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses
reproduksi.?® Berdasarkan hal tersebut komisi fatwa menetapkan beberapa
ketentuan hukum yakni:

a) Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia perkawinan secara
definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usai kecakapan berbuat
dan menerima hak (ahliyatul ada’ wa al wujub) sebagai ketentuannya;

b) Perkawinan dibawah umum hukumnya sah sepanjang terpenuhi syarat
dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat;

c) Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya
tujuan perkawinan, yakni kemaslahatan berumah tangga dan
bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan;

d) Guna merealisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya. Dalam beberapa kurun

2Wahbah al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, 512.

%K haeron Sirin, Fikih Perkawinan di Bawah Umur, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009),
35.
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waktu terakhir ini terutama di Indonesia, perdebatan tentang batas usia
untuk menikah sedang menjadi perbincangan hangat. Dan kebanyakan
pakar Hukum Islam kontemporer memiliki pandangan yang berbeda-
beda dan lebih cenderung kepada membolehkan pernikahan di bawah
umur. Pandangan ini mereka sandarkan dengan upaya hasil
interpretasi terhadap beberapa ayat Alquran dan apa yang dilakukan
oleh Nabi Muhammad pada masanya.?’
2) Batasan Usia Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia sendiri telah ada beberapa aturan hukum untuk mengatur
tentang batas usia. Batasan usia perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang harus
ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Ketentuan mengenai batas minimal nikah atau kawin yang termuat di UU
Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan
apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dan ketentuan ini
juga termuat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) yang
menyatakan: Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya
boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan
dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon mempelai laki-laki
dan perempuan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Dalam pengertian dewasa menurut hukum perdata yang termuat

KUHPerdata ialah “dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun

2"Asep Saepudin Jahar, Hukum Keluarga Pidana & Bisnis, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2013), 43.
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dan lebih dahulu telah kawin.150 dari pasal ini dapat kita artikan bahwa yang
dikatakan dewasa adalah apabila seseorang telah berusia 21 tahun dan/atau telah
kawin ataupun sudah bercerai sebelumnya.

Disamping itu, bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun diharuskan
mendapatkan izin dari pada kedua orang tua atau pengadilan, seperti disebutkan
pada pasal 6 ayat (2) dan (5) UU Perkawinan. Adapun isi ayat (2) “untuk
melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus
mendapat izin dari kedua orang tua”, sedang isi ayat (5) adalah “dalam hal ada
perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3), dan (4), pasal ini
atau salah seorang atau, di antara mereka tidak mengatakan pendapatnya, maka
Pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan
atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar
orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini”. Dengan demikian,
apabila izin tidak didapatkan dari orang tua, pengadilan dapat memberi izin.?®

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa dalam ketentuan-
ketentuan tersebut sebelum seseorang yang ingin menikah belum mencapai umur
21 tahun baik dari pihak pria dan wanita harus mendapatkan izin dari orang tua.
Dan jika tidak mendapatkan izin dari orang tua maka pihak pria dan wanita harus
mendapatkan izin dari pengadilan. Dengan adanya ketentuan-ketentuan seperti ini
menyebabkan timbulnya ketidakjelasan, sebetulnya pada usia berapa hukum

positif ini memberikan batasan usia untuk menikah.

BWatjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Bali Aksara, 1987), 26.
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Ahmad Rofiq berpendapat, bahwa dalam hal UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan tidak konsisten. Dapat dilihat dari isi ketentuan pasal 6 ayat
(2) dan pasal 7 ayat (1), karena di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa
untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun
harus mendapat izin dari kedua orang tua. Dan disisi lain pasal 7 ayat (1)
menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai usia 19
tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun, hanya saja yang membedakan jika
di bawah usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua sedangkan jika
dibawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus
mendapatkan izin dari pengadilan (dispensasi nikah).?®

Selain dari UU Perkawinan dan KHI, mengenai batasan usia perkawinan
terdapat juga di UU Perlindungan Anak dalam pasal 26 ayat (1) huruf ¢ “bahwa
orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya
perkawinan pada usia anak”. Hal ini usia anak yang dimaksudkan adalah sesuai
dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun.°

Meskipun telah ada ketentuan tentang penjelasan di atas, namun tidak
menjelaskan ataupun menyebutkan secara eksplisit mengenai batasan usia
perkawinan akan tetapi jika dilihat secara tidak langsung undang-undang
perlindungan anak mengatur bahwa batas usia seseorang dapat melangsungkan

perkawinan adalah pada umur 18 tahun ataupun lebih.

2Ahmad Rofig, Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 61.

%0pasal 26 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.
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Perihal hak perlindungan anak sudah jelas tercantum dalam pasal 26 ayat
(1) poin ¢ UU Perlindungan Anak yang menyebutkan orang tua bertanggung
jawab dan berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Karena
jika kita lihat pernikahan yang terjadi pada usia anak akan merampas hak anak
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 sampai 18 UU Perlindungan Anak
seperti halnya hak dia untuk bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh dan
berkembang sesuai dengan usia sampai nanti tiba saatnya untuk dewasa dan dapat
menentukan pilihan.3! Baik akumulasi dari kesiapan anak baik dari ekonomi, fisik,
mental, sosial, agama, dan budaya.?

Berdasarkan penjelasan yang singkat mengenai batasan usia perkawina
yang terdapat dalam Undang-Uundang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam
(KHI), dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sejatinya sama-sama menolak
perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur. Namun, secara tidak langsung
Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang kepada para oknum untuk
melaksanakan perkawinan di bawah umur, dengan adanya ketentuan di pasal 7
ayat (2) mengenai dispensasi nikah atas izin dari pengadilan dengan melali
perizinan dan prosedur yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang
telah kita ketahui adalah melarang secara tegas untuk melaksanakan perkawinan
dibawah umur yang sesuai dengan ketentuan pada pasal 26 ayat (1) poin c

Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua

31Sunendi, Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan di Bawah Umur, (Jakarta: UIN
Syahid, 2009), 88.

%2Bimo Walgito, Bimbingan & Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta,
2004), ce ke-2, 28.



38

berkewajiban dan bertanggung jawab atas pencegahan pernikahan pada usia anak-
anak.
d. Dampak Pernikahan Dini
Secara umum, pernikahan dini menimbulkan berbagai macam dampak,
baik positif maupun negatif, diantaranya adalah:
1) Terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan
Hidup berkeluarga memberikan jaminan kepada pelakunya terhindar dari
perbuatan maksiat, baik maksiat mata karena memandang lawan jenis yang bukan
pasangan sahnya, maksiat tangan karena bermesraan dengan wanita atau pria lain,
maupun maksiat lainnya, karena kebutuhan biologis untuk melakukan hal-hal
tersebut telah ada pada suami atau istrinya. Lebih dari itu, berkeluarga juga dapat
menjauhkan diri dari perzinaan, karena syahwat yang bergejolak telah
mendapatkan salurannya secara sah pada suami atau istri.
2) Dampak terhadap hukum
Terjadinya pernikahan dini merupakan suatu perbuatan yang melanggar
undang-undang yang telah ditetapkan di Negara Indonesia, seperti :
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7
Ayat 1, yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan
wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Pasal 6 Ayat 2 yaitu, untuk
melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21
tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
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(1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
(2) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya;
(3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
(4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi
pekerti pada Anak.
3) Dampak terhadap pendidikan
Seseorang yang telah melakukan pernikahan pada usia masih di bawah
umur, keinginannya untuk melanjutkan sekolah akan sulit tercapai dikarenakan
motivasi belajar yang dimiliki oleh pelaku pernikahan dini akan mulai menurun
karena banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul setelah menikah. Dengan
kata lain, pernikahan dini menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya proses
pendidikan atau pembelajaran.
4) Dampak terhadap psikologis
Secara psikis, anak belum siap dan belum mengerti bagaimana
membangun rumah tangga yang baik. Hal ini tentu dapat menjadi pemicu
terganggunya kejiwaan anak, karena begitu banyaknya tanggung jawab yang
harus ia pikul pada umurnya yang masih belia. Ketika ia tidak mampu
melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka itu menjadi hal yang terus-terusan
ia pikirkan sehingga menyebabkan ia menjadi depresi.
5) Dampak biologis
Secara biologis, alat reproduksi pada anak yang masih berusia belia masih

dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan
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hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil, dan kemudian
melahirkan. Perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ
reproduksinya akan menjadi trauma psikis baginya. Selain itu, menurut dr. Merry
Amelya PS, Sp.OG,* alat reproduksi yang masih belum matang jika dipaksakan
untuk melakukan hubungan seks akan menjadi trauma psikis, kondisi tersebut
juga bisa mengakibatkan darah tinggi dan keguguran pada janin. Menurutnya,
kalau terlalu dini, jaringan-jaringan di sekitar daerah kewanitaan itu belum siap
secara utuh untuk menerima rangsangan seksual. Sedangkan secara biologis,
wanita dirasa telah siap untuk menerima hubungan seksual pada usia 18 tahun ke
atas.
6) Dampak bagi kesehatan

Dari segi kesehatan, perempuan yang hamil di usia yang masih sangat
muda memiliki beberapa dampak terhadap dirinya dan bayinya. Umumnya, ada
empat kondisi kesehatan kehamilan yang sering muncul akibat pernikahan dini,
yaitu:3*

Pertama, tekanan darah tinggi. Seseorang bisa saja mengalami
preeklamsia, yaitu kondisi dimana seseorang memiliki komplikasi kehamilan
yang serius yang ditandai dengan tekanan darah darah tinggi, adanya protein

dalam urin, dan tanda kerusakan organ lainnya. Pengobatan harus terus dilakukan

3Tim Redaksi Detikdotcom, Menikah di Usia Terlalu Muda ini Dampak Biologisnya,
diakses dari  https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-4201873/menikah-di-usia-terlalu-
muda-ini-dampak-biologisnya, pada tanggal 02 Agustus 2022.

%Tim Redaksi Hello Sehat, Bahaya Kesehatan Akibat Pernikahan Dini, diakses dari
https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-kesehatan-akibat-pernikahan-dini/, pada
tanggal 02 Agustus 2022.
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untuk mengontrol tekanan darah dan mencegah komplikasi, tetapi secara
bersamaan hal ini juga dapat mengganggu pertumbuhan bayi dalam kandungan.

Kedua, anemia. Hamil di usia belia juga dapat menyebabkan anemia,
karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Anemia saat hamil
dapat meningkatkan resiko bayi prematur dan kesulitan saat melahirkan. Anemia
yang sangat parah saat kehamilan juga dapat berdampak pada perkembangan bayi
dalam kandungan.

Ketiga, bayi lahir prematur dan BBLR. Kejadian bayi lahir prematur
meningkat pada kehamilan di usia sangat muda. Bayi prematur ini umumnya
mempunyai berat badan lahir rendah (BBLR) karena sebenarnya ia belum siap
untuk dilahirkan di usia yang kurang dari 37 minggu kehamilan. Bayi prematur
berisiko untuk menderita gangguan sistem pernapasan, pencernaan, penglihatan,
kognitif, dan masalah lainnya.

Keempat, ibu meninggal saat melahirkan. Menurut National Health
Service, perempuan yang hamil dan melahirkan di bawah usia 18 tahun, berisiko
mengalami kematian saat persalinan. Pasalnya, di usia belia ini tubuh mereka
belum matang dan siap secara fisik untuk melahirkan. Selain itu, panggul mereka
yang sempit karena belum berkembang sempurna juga dapat menjadi penyebab
bayi meninggal saat melahirkan.

7) Dampak terhadap masing-masing keluarga

Pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih di bawah umur,

mereka masih memiliki sifat kekanak-kanakan, dimana mereka masih belum bisa

mandiri dalam mengurusi kehidupan keluarganya. Biasanya, mereka yang
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melakukan pernikahan dini masih ikut tinggal bersama orang tua, sehingga
mereka tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka
hadapi. Ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, maka orang tua
masing-masing akan ikut campur dalam menyelesaikan masalahnya. Hal inilah
yang bisa menjadi pemicu renggangnya keharmonisan antar keluarga masing-
masing.
2. Sex Education

Pendidikan seks adalah pemberian informasi dan pembentukan sikap serta
keyakinan tentang seks, identitas seksual, hubungan, dan keintiman. Ini
menyangkut anatomi seksual manusia, reproduksi, hubungan seksual, kesehatan
reproduksi, hubungan emosional dan aspek lain dari perilaku seksual manusia,
sehingga setiap anak memiliki hak untuk dididik tentang seks.*

a. Definisi Sex

Sex berasal dari bahasa inggris yang artinya seks. Berbicara masalah seks
bagi sebagian orang, ada yang masih menganggap sebagai hal yang tidak pantas
diperbincangkan di khalayak ramai. Namun dengan pesatnya laju perkembangan
ilmu teknologi yang mengisyaratkan dunia tanpa jendela memudahkan anak-anak
mendapatkan informasi dari segala arah tidak terkecuali informasi tentang seks.
Informasi yang didapat bisa jadi adalah informasi yang keliru. Hal ini bisa
mengakibatkan beban psikis yang mempengaruhi kesehatan seksualnya kelak.

Anak-anak memiliki kebiasaan menirukan apa yang dilakukan oleh orang lain.%

3Nurul Chomaria, Pendidikan Seks Untuk Anak, (Agwam: Sukoharjo, 2012), 15.

%Moh. Roqib, “Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini”, Insania Vol. 13 No. 2, (2008),
77.
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Seks dalam arti sempit berarti kelamin.>” Menurut Valerie dan Donna R
Runnals yang dikutip Nur Arfiyah Febriyani, seks adalah mengacu pada ketentuan
biologis.®® Dalam pendapat lain Istibsyarah merumuskan seks adalah:®

1) Jenis kelamin yang bersifat alamiah;

2) Jenis kelamin yang bersifat biologis, merujuk kepada pernyataan

nyata dari alat kelamin dan perbedaan terkait fungsi kelahiran;

3) Jenis kelamin yang bersifat tetap dan akan sama di mana saja;

4) Jenis kelamin tidak dapat diubah.

Pendekatan perilaku tentang seks menjelaskan bahwa perilaku seks
merupakan produk kekuatan biologis dan psikososial. Pendekatan klinis lebih
menekankan seks sebagai fungsi natural, masalah fisik dapat mempengaruhi
respon seksual. Pendekatan budaya tentang seks kadang menimbulkan
pertentangan, namun relative tergantung waktu, tempat dan keadaan.*
Karakteristik-karakteristik yang berkaitan dengan pengertian seks adalah:*!

1) Sumber pembeda seks adalah Tuhan;

2) Visi, Misi seks adalah kesetaraan;

3) Unsur pembeda dari seks adalah biologis (alat reproduksi);

4) Sifat yang dimiliki adalah kodrati, tertentu tidak dapat dipertukarkan;

37Suraji Munawir dan Sofia Rahmawati, Pendidikan Seks Bagi Anak, 56.

3Nur Arfiyah Febriyani, Ekologi Berwawasan Gender Dalam Perspektif Al-Quran,
(Bandung: Mizan Media Utama, 2014), 122.

#Ibid.
“lbid.

“Marmi, Kesehatan reproduksi, 344.
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5) Dampak dari adanya seks adalah kesempurnaan, kenikmatan,

kedamaian dan lain-lain, sehingga menguntungkan kedua belah pihak;

6) Keberlakuan dari seks adalah sepanjang masa di mana saja, tidak

mengenal pembedaan kelas.

Dari beberapa pengertian seks menurut para ahli di atas dapat disimpulkan
bahwa seks adalah karakteristik genetic yang bersifat alamiah berupa jenis
kelamin yang merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak dapat berubah dan
berlaku sepanjang masa.

b. Definisi Education

Education berasal dari bahasa inggris yang artinya edukasi atau
pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya mewariskan nilai
sebagai penentu umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Pendidikan
merupakan elemen yang sangat signifikan dalam menjalani kehidupan. UU RI
SISDIKNAS No0.20 Tahun 2003 mencantumkan tujuan dari pendidikan adalah
membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur melalui pembentukan
kepribadian, kemandirian, dan norma-norma tentang baik dan buruk. Menurut UU
No 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.*?

“2Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003
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Edukasi atau pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Romawi
educate yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa
Inggris diistilahkan dengan education yang berarti proses pengajaran, latihan dan
pembelajaran.*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa
yang dimaksud edukasi atau pendidikan adalah usaha sadar yang disengaja dan
terencana yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak didik guna
mengembangkan potensi yang dimiliki untuk menjadi manusia dewasa melalui
latihan dan proses agar tercapai tujuan hidupnya.

c. Definisi Sex Education

Pendidikan seks merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan.
Pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penjelasan tentang
masalah-masalah yang berkaitan dengan seksual dan perkawinan yang diberikan
kepada anak, sejak ia mengerti tentang masalah tersebut. Sehingga ia akan dapat
menerapkannya secara benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.**

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran dan pemberian
informasi tentang masalah seksual, informasi yang diberikan diantaranya
pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika,
komitmen, agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut.*
Pendidikan seks juga didefinisikan sebagai pendidikan mengenai anatomi organ

tubuh yang dapat dilanjutkan pada reproduksi seksualnya dan akibat-akibatnya

“3Helmawati, Mengenal dan Memahami PAUD, (Bandung : Rosdakarya, 2015), 29.
44Dindin Jamaluddin, Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam, 89.

“Risa Fitri Ratnasari dan M. Alias, “Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini”
Jurnal Turbawi Khatulistiwa, Vol. 2. No. 2.(2016), 56.
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bila dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum, agama, dan adat istiadat serta
kesiapan mental dan material seseorang.*®

Pendidikan seks atau seks edukasi adalah suatu pengetahuan yang
diajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelaminyang
mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin, bagaimana fungsi kelamin
sebagai alat reproduksi dan bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada
wanita dan laki-laki. Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran dan
penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak dalam
usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup
segala kemungkinan ke arah hubungan seksual terlarang.*’

Berdasarkan pengertian pendidikan seks di atas, dapat disimpulkan bahwa
pendidikan seks adalah usaha pemberian pengetahuan tentang masalah-masalah
seksual kepada anak agar menjadi manusia dewasa yang dapat bertanggung jawab
mempergunakan fungsi seksnya baik dari segi individu, sosial maupun agamanya
sehingga mendapatkan kehidupan yang bahagia selama hidupnya.

d. Tujuan Pengenalan Sex Education

Tujuan pendidikan dalam Alquran menurut M. Quraish Shihab yang
dikutip oleh Dindin Jamaluddin adalah membina manusia secara pribadi dan
kelompok, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan
khalifahnya.*® Pendidikan seks bertujuan untuk mengenalkan anak tentang jenis

kelamin dan cara menjaganya baik dari sisi kesehatan, kebersihan, keamanan,

“81bid.

4’Sri Wahyuning Astuti, “Pendidikan Seks Pada Anak Taman Kanak-Kanak Melalui
Permainan Ular Tangga “Aku Anak Berani””, PROMEDIA, Vol 3. No. 2. (2017), 241.

“8Dindin Jamaluddin, Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam, 41.
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serta keselamatan.”® Pengenalan seks edukasi pada pada anak usia dini adalah
untuk memperkenalkan organ seks yang dimiliki, seperti menjelaskan anggota
tubuh lainnya termasuk menjelaskan fungsi serta cara melindunginya. Jika tidak
dilakukan lebih awal maka ada kemungkinan anak akan mendapatkan banyak
masalah seperti memegang alat kelamin sebelum tidur, suka memegang payudara
orang lain dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan pendidikan seks untuk anak usia
6-10 tahun bertujuan memahami perbedaan jenis kelamin, menginformasikan asal
usul manusia dan membersihkan alat genital dengan benar supaya terbebas dari
kuman dan penyakit.*

Penelitian yang dilakukan Kakavoulis yang dikutip oleh Risa Fitri
Ratnasari dan M. Alias menyatakan bahwa melalui pendidikan seks, anak akan
memiliki pengetahuan mengenai tubuhnya, kesadaran yang baik, dan hubungan
interpersonal yang tepat, mampu membedakan identitas diri dan peran seks,
pengetahuan tentang fungsi generatif, dapat melindungi diri dari kekerasan,
meningkatkan stabilitas emosi dan kesehatan, dan kepribadian yang saling
menghormati.>!

Secara garis besar, pendidikan seks diberikan sejak usia dini dan pada usia
remaja dengan tujuan sebagai berikut:>2

1) Membantu anak mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan,

masa puber dan kehamilan;

“SAlya Andika, Bicara Seks Bersama Anak, 13.

0Eka Oktavianingsih, “Upaya Orang Tua dalam Pendidikan Seks untuk Anak Usia Dini”,
https :// www.researchgate.net/publication/322820046, (1 Agustus 2022)

SIRisa Fitri Ratnasari dan M. Alias, Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini,
56.

%2Moh. Rogib, Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini, 5.


http://www.researchgate.net/publication/322820046

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)
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Mencegah anak-anak dari tindak kekerasan;

Mengurangi rasa bersalah, rasa malu dan kecemasan akibat tindakan
seksual;

Mencegah remaja perempuan di bawah umur dari kehamiilan;
Mendorong hubungan yang baik;

Mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual,
Mengurangi kasus infeksi melalui seks;

Membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan

perempuan di masyarakat.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono yang dikutip Suraji dan Shofia

Rahmawati ada beberapa tujuan pendidikan seks, yaitu:>3

1)

2)

3)

4)

Membentuk pengertian tentang perbedaan seks antara pria dan wanita;
Membentuk pengertian peranan seks di dalam kehidupan
bermasyarakat dan keluarga;

Mengembangkan pengertian diri sendiri sehubungan dengan fungsi
dan kebutuhan seks;

Membantu mengembangkan kepribadiannya.

Secara khusus tujuan pengenalan seks edukasi kepada anak meliputi

beberapa hal, di antaranya:®*

1)

2)

Membantu anak mengetahui seluruh anggota jasmaninya dan tahap-
tahap pertumbuhannya;

Membantu anak mengerti proses berketurunan;

S3Suraji Munawir & Shofia Rahmawatie, Pendidikan Seks Bagi Anak, 71.
1bid, 73.
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4)

5)
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Mempersiapkan anak menghadapi perubahan akibat pertumbuhannya;
Menjadikan anak bangga dengan jenis kelaminnya;

Membantu anak menghormati lawan jenis.

e. Bentuk Sex Education

Clara Kriswanto yang dikutip oleh M. Rogib menyatakan bahwa

pendidikan seks untuk anak usia 0-5 tahun dapat diberikan dengan bentuk-bentuk

pendidikan seks melalui teknik atau strategi sebagai berikut:>

1)

2)

3)

4)

5)

Membantu anak agar ia merasa nyaman dengan tubuhnya;
Memberikan sentuhan dan pelukan kepada anak agar mereka
merasakan kasih sayang dari orangtuanya secara tulus;

Membantu anak memahami perbedaan perilaku yang boleh dan yang
tidak boleh dilakukan di depan umum seperti anak selesai mandi harus
mengenakan baju di dalam kamar mandi atau di dalam kamar. Anak
juga diberitahu hal-hal pribadi yang tidak boleh disentuh dan dilihat
orang lain;

Mengajar anak untuk mengetahui perbedaan anatomi tubuh anak laki-
laki dan perempuan;

Menjelaskan tentang perkembangan tubuh seperti hamil dan
melahirkan dalam kalimat yang sederhana, bagaimana bayi bisa dalam
kandungan ibu sesuai tingkat kognitif anak. Tidak diperkenankan

memberi  jawaban bohong. Penjelasan disesuaikan  dengan

%Moh. Rogib, Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini, 5.
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7)

8)

9)

10)

11)
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keingintahuan atau pertanyaan anak misalnya dengan memberi contoh
yang terjadi pada binatang;

Memberikan pemahaman tentang fungsi anggota tubuh secara wajar
yang mampu menghindarkan diri dari perasaan malu dan bersalah atas
bentuk serta fungsi tubuhnya sendiri;

Mengajarkan anak untuk mengetahui nama-nama yang benar pada
setiap bagian tubuh dan fungsinya;

Membantu anak memahami konsep pribadi dan mengajarkan kepada
mereka kalau pembicaraan mengenai seks adalah pribadi;

Memberi dukungan dan suasana kondusif agar anak mau berkonsultasi
kepada orangtua untuk setiap pertanyaan tentang seks;

Perlu ditambahkan teknik pendidikan seks dengan memberikan
pemahaman kepada anak tentang susunan keluarga (nasab) sehingga
memahami struktur sosial dan ajaran agama yang terkait pergaulan
laki-laki dan perempuan. Saat anak sudah biasa nalar terhadap struktur
tersebut orang tua bisa mengaitkannya dengan pelajaran figh;
Membiasakan dengan pakaian yang sesuai dengan jenis kelaminnya
dalam kehidupan sehari-hari dan juga saat melaksanakan salat akan

mempermudah anak memahami dan menghormati anggota tubuhnya.

Materi pendidikan seks yang lainnya yang dapat diberikan kepada anak,

meliputi:>®

1)

Etika seksual baik ditinjau dari segi agama maupun sosial,

S6Nur Aynun, Mendidik Anak Pra-Agil Baligh, (Jakarta: Gramedia, 2016), 106.
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3)

4)
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Pengetahuan mengenai anatomi dan fisiologi alat kelamin serta proses
reproduksi pada manusia;
Penanaman peran sosial anak laki-laki dan anak perempuan;

Perilaku sosial yang normal dan abnormal.

Bentuk-bentuk pengenalan seks edukasi yang dapat diberikan kepada anak

usia dini, antara lain:®’

1)

2)

Mengenalkan bagian tubuh dan fungsinya Sejak dini, usahakan anak

telah mengenal bagian tubuhnya beserta fungsinya serta

mengenalkannya dengan nama yang sebenarnya. Dengan penjelasan

fungsinya, anak akan segan mempermainkan tubuhnya selain fungsi

yang sebenarnya;

Mengajarkan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan

Penentuan jenis kelamin individu sangat penting bagi perkembangan

selama hidupnya yang berpengaruh terhadap pola perilaku individu,

dikarenakan oleh:®®

a) Anak-anak akan mengalami tekanan budaya dari sekitarnya yang
mempengaruhi perkembangan jenis kelaminnya. Anak-anak yang
dianggap berperilaku wajar sesuai jenis kelaminnya akan
mendapatkan dukungan social;

b) Pengalaman belajar akan ditentukan oleh jenis kelamin individu;

c) Kecenderungan penerimaan orang-orang yang di sekitar anak-

anak berdasarkan jenis kelaminnya;

5"Nurul Chomaria, Pendidikan Seks Untuk Anak, 27.

8Desmita, Psikologi Perkembangan, 76.
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d) Mengajarkan anak menjaga pandangan.

Permasalahan-permasalahan yang perlu menjadi konsentrasi pendidik
adalah tentang cara membiasakan anak etika memandang sehingga dia bisa
mengetahui apa saja yang boleh dipandang dan apa saja yang tidak boleh
dipandang. Pembiasaan ini untuk kemaslahatannya. Hal ini berdasarkan QS. An-

Nur (24): 30 sebagai berikut:
Sl a0 O 2 S5 A a2 15105 e il a3l Gl 08
O3l Ly

Terjemahnya :

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu
adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa
yang mereka perbuat.">

3) Mengajarkan anak adab bersuci

Membiasakan anak hidup bersih dan sehat dengan mengajarkan
penggunaan toilet atau toilet training. Toilet training pada dasarnya merupakan
cara melatih anak untuk mengontrol kebiasaan membuang hajat di tempat yang
semestinya selain itu toilet training merupakan waktu yang tepat untuk melakukan
pendidikan seks kepada anak dengan cara memperkenalkan tentang alat-alat
reproduksi serta perbedaan jenis kelamin antara diri anak dengan temannya.®
Toilet training adalah salah satu cara pengajaran tentang masalah najis kepada

anak.%! Sebagaimana dikemukakan oleh Suherman yang dikutip oleh Mar’atul

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 353.

8Mar’atul Atigoh, dkk., Penggunaan Toilet Training Untuk Pengenalan pendidikan Seks
Pada Anak Usia 4-5 Tahun TK Pembina, 8.

51Nurul Chomaria, Pendidikan Seks Untuk Anak, 28.
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Atigoh bahwa toilet training merupakan latihan moral yang pertama kali diterima
anak dan sangat berpengaruh pada perkembangan moral anak selanjutnya.®?
Dengan pembiasaan yang baik anak akan dapat membersihkan diri setelah
membuang hajat secara mandiri dan sesuai dengan tuntunan hukum syara’.

4) Mengajarkan anak batasan aurat dan menjaganya

Pengenalan aurat anak adalah awal dari pendidikan seks, di mana anak
mengetahui bagian dirinya yang dapat terlihat dan tidak dapat dilihat oleh orang
lain. Menurut bahasa aurat berarti malu, aib dan buruk. Menurut pakar hukum
Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh
kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat dan mendesak. Menurut istilah aurat
adalah anggota tubuh atau bagian dari tubuh manusia yang apabila terbuka atau
tampak akan menimbulkan rasa malu, aib dan keburukankeburukan lainnya.®
Sehingga mengajarkan anak untuk menutup aurat sejak dini sangatlah penting
sebagai bentuk pengenalan seks edukasi sejak dini.

Adanya perintah Allah swt yang wajib menutup aurat seperti yang

disebutkan dalam QS. Al-Ahzab (33): 59 sebagai berikut:

0w

- ‘.')?5 o w1 - o @ oy ~ 0,08 ~ o, o;° T- f,.‘./ -, ~ opd 4 @ /"3/.'
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Terjemahnya :

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu
dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke
seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk

82Mar’atul Atigoh, dkk., Penggunaan Toilet Training Untuk Pengenalan pendidikan Seks
Pada Anak Usia 4-5 Tahun TK Pembina, 2

83Alfadl Habibie, “Pengenalan Aurat Bagi Anak Usia Dini dalam Pandangan Islam,
Jurnal Pendidikan”, Early Childhood, Vol. 1 No. 2 (2017), 67.
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dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun,

Maha Penyayang”.%*

5) Tanamkan rasa malu sedini mungkin

Menanamkan rasa malu bukan berarti menjadikan anak pemalu dan tidak
berani tampil. Rasa malu wajib dimiliki supaya anak merasa selalu diawasi oleh
Allah.
6) Memberitahu anak bagian yang boleh disentuh orang lain dan yang
tidak boleh disentuh Seorang anak juga harus diajari batasan-batasan
bagian tubuh yang boleh disentuh dan atau dilihat oleh orang lain.®®
7) Menghindari segala hal yang mengundang hasrat seksual.
Menghindarkan anak dari segala hal yang bisa memberikan pengaruh yang
buruk terhadap anak, salah satunya adalah media elektronik. Televisi adalah salah
satu media yang murah dan dengan mudah dijangkau anak-anak. Acara-acara
televisi tidak semuanya aman bagi anak-anak sehingga dibutuhkan pengawasan
dan pengendalian. Akibat orang-orang yang mengalami kecanduan menonton
televisi akan mengalami gangguan perkembangan kecerdasan, kurang merasa
ketenangan dan ketentraman, dan mengalami kesulitan untuk bersosialisasi.®

f. Metode Pengenal Sex Education
Al-Ghazali yang dikutip oleh Suraji Munawir dan Shofia Rahmawati tidak

menganjurkan penggunaan satu metode saja dalam melaksanakan pendidikan

%4Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 653.

8Qktavianingsih, E., Ayriza, Y., “Teachers’ Knowledge and Belief for Educating
Sexuality to Kindergarten Students”, International Journal of Pedagogy and Teacher Education
(JPTE) Vol. 2 Issue 2, (2018), 3009.

%Adnan Hasan Shalih Baharits, Tanggungjawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki,
(Jakarta: Gema Insani, 1996), 411.
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anak. Sehingga dibutuhkan beberapa metode guna tercapainya tujuan pendidikan.
Metode pengenalan seks edukasi kepada anak usia dini dapat melalui beberapa hal
sebagai berikut:®’
1) Metode Pembiasaan
Dalam konsepsi Islam mengajarkan bahwa anak terlahir dengan membawa
fitrah. Fitrah tersebut akan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang
membiasakan anak hidup dengan baik.
2) Metode Keteladanan
Metode keteladanan merupakan metode pendidikan dengan cara pendidik
memberikan contoh teladan yang baik kepada anak supaya ditiru dan
dilaksanakan.®® Suri teladan dari pendidik merupakan faktor yang besar
pengaruhnya dalam pendidikan anak.

Sebagaimana halnya Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab (33): 21 sebagai

berikut:
A 855 A asalls A 15405 AR Gl Aa sl o g3 8 &1 R
5 N
Terjemahnya:

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah”.%®

3) Metode Pemberian Hadiah dan Hukuman

87Suraji Munawir dan Shofia Rahmawatie, Pendidikan Seks Bagi Anak, 166.
%Dindin Jamaluddin, Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam, 71.

%Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 659.
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Pemberian hukuman bagi anak usia dini tidaklah sama dengan pemberian
hukuman bagi anak remaja atau dewasa. Dalam pendidikan seks, metode
pemberian hadiah dan hukuman dapat diterapkan dalam rangka menanamkan
aturan-aturan Islami menyangkut masalah-masalah ibadah dan etika, khususnya
etika seksual. Adapun fungsi pemberian hadiah dan hukuman bagi anak adalah
sebagai berikut:"

a) Mempunyai nilai mendidik, apabila tindakannya disetujui anak akan
merasa bahwa hal itu baik sebagaimana hukuman memberikan
pemahaman pada anak bahwa hal itu buruk;

b) Memberi motivasi pada anak, anak akan mengulangi perilaku yang
disetujui lingkungannya dan anak akan menghindari perilaku yang tidak
diterima lingkungannya.

4) Metode Tanya Jawab dan Dialog

Metode Tanya jawab dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan
dengan teknik dua arah sehingga anak akan diajak untuk aktif berfikir. Manfaat
nyata dari berdialog antara lain:"

a) Meningkatkan keberanian anak untuk berbicara;

b) Melatih kemampuan anak untuk mendengarkan pembicaraan dan

menangkap pesan orang lain;

¢) Membangun konsep diri yang positif;

d) Memperluas pengetahuan dan meningkatkan perbendaharaan kosakata

yang dimiliki anak;

"9Suraji Munawir dan Shofia Rahmawatie, Pendidikan Seks Bagi Anak, 175.
"Mukhtar Latif, dkk. Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi, 115.
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e) Meningkatkan keberanian anak untuk mengadakan hubungan dengan
orang lain;
5) Metode pengawasan

Dibutuhkan pengawasan orang tua terhadap anak dalam bergaul dan
bermain dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pergaulan dengan orang lain
merupakan kebutuhan psikologis bagi anak. Sehingga dibutuhkan pengawasan
untuk menjaga anak dari penyimpangan seksual.’

6) Metode Bermain

Pada hakikatnya anak-anak selalu termotivasi untuk bermain. Saat
bermain, anak akan mendapatkan banyak pengalaman baik yang ia temukan
sendiri maupun melalui pijakan dari guru. Perkembangan seksualitas pada masa
awal anak-anak dapat dilihat dari permainan dan aktivitas yang dilakukannya.”™
Stereotip yang diberikan masyarakat terhadap jenis mainan yang disesuaikan
dengan jenis kelamin, misalnya mainan boneka identik dengan anak perempuan
dan main pedang-pedangan untuk anak laki-laki.

Kepribadian yang feminis atau maskulin pada anak dapat dibentuk melalui
permainan. Di kalangan anak-anak terdapat permainan-permainan yang bersifat
seksual antara lain bermain peran.”* Setidaknya ada sebelas pengaruh bermain
menurut Hurlock yang dikutip oleh Mukhtar Lathif, yaitu: perkembangan fisik,
dorongan berkomunikasi, penyaluran emosional yang terpendam, penyaluran bagi

keinginan dan kebutuhan, sumber belajar, rangsangan bagi kreativitas,

2Suraji Munawir dan Shofia Rahmawatie, Pendidikan Seks Bagi Anak, 181.
3Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 196.
"4Suraji Munawir dan Shofia Rahmawatie, Pendidikan Seks Bagi Anak, 107.
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perkembangan wawasan diri, belajar bermasyarakat, standard moral, belajar
bermain sesuai peran jenis kelamin, dan perkembangan ciri kepribadian yang
diinginkan.”™
7) Metode Bercerita

Bercerita adalah cara bertutur dan menyampaikan penjelasan melalui lisan.
Dalam bercerita ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru : membaca
langsung dari buku cerita, menceritakan dongeng, bercerita dengan menggunakan
ilustrasi gambar dari buku, bercerita menggunakan papan flanel, bercerita
menggunakan media boneka, bercerita dengan memainkan jari-jari tangan.

8) Metode Bernyanyi

Menurut Honig yang dikutip oleh Mukhtar Lathif menyatakan bahwa
bernyanyi memiliki banyak manfaat. Manfaat bernyanyi adalah sebagai berikut:"®

a) Bernyanyi bersifat menyenangkan;

b) Bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan;

c) Bernyanyi sebagai media mengekspresikan perasaan;

d) Bernyanyi dapat membantu mengembangkan rasa percaya diri anak;

e) Bernyanyi dapat membantu daya ingat anak;

f) Bernyanyi dapat mengembangkan rasa humor;

g) Bernyanyi dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan kemampuan

motorik anak;
h) Bernyanyi dapat meningkatkan keeratan dalam sebuah kelompok.

9) Metode Demonstrasi

Mukhtar Latif, dkk. Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi, 110.
81bid, 112.
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Demonstrasi berarti menunjukkan, mengerjakan dan menjelaskan. Jadi,
dalam demonstrasi ditunjukkan dan dijelaskan caracara mengerjakan sesuatu.
Melalui demonstrasi diharapkan anak dapat mengenal langkahlangkah
pelaksanaan.’’

Manfaat metode demonstrasi dapat dipergunakan untuk memberikan
ilustrasi dalam menjelaskan informasi kepada anak, dapat membantu
meningkatkan daya pikir anak terutama daya pikir anak dalam peningkatan
kemampuan mengenal, mengingat, berfikir konvergen dan berpikir evaluative.
Sedangkan tujuan dari metode demonstrasi adalah peniruan terhadap model yang
dapat dilakukan.”®

3. Magqasid al-Shari‘ah
a. Pengertian Maqgasid al-Shari‘ah

Secara etimologis, magasid al-Shari‘ah merupakan istilah gabungan dua
kata: xwals (magasid) dan 4~ 3 (al-Shari‘ah ). Secara etimologis, magasid
adalah jamak dari magasid yaitu sesuatu yang dituju, baik berupa tempat atau
lainnya.”

Dari beberapa istilah diatas terlihat bahwa magasid tidak hanya berarti
tujuan syariat atau tujuan Allah Subkanahii wa ta’ala. Menurunkan syariat,
melainkan juga diartikan makna-makna yang terkandung dari ajaran-Nya yang

perlu dipahami. Magasid juga dapat diartikan sebagai hikmah atau rahasia-rahasia

"Mursidi, Pengembangan Pembelajaran PAUD, 30.
81 bid.
®lbnu Manzur, Lisan al-Arabi, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1119 H), 3642.
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dibalik setiap perintah dan larangan-Nya, atau penyebab dan alasan Allah
Subhdnahii wa ta’ala menurunkan syariat-Nya.2°

Sedangkan Shari‘ah yang secara etimologis berarti @galsll a3 yang
berarti jalan menuju air, ataupun dapat dikatakan sebagai jalan menuju ke arah
sumber pokok kehidupan sedangkan dalam terminologi Islam, Shari‘ah secara
harfiah berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim, yang dalam kitab Lisan
Arabi mengartikan Shari‘ah sebagai sesuatu yang diatur oleh Allah Subkanahi
wa ta’ala berupa agama dan perintah-perintah-Nya seperti puasa, sholat, haji,
zakat dan seluruh amal yang baik®!

Menurut Hasbi al-Shiddieqiy, kata syariat berarti jalan yang lempang atau
jalan yang dilalui air terjun,®? pengertian lain adalah jalan yang lurus. Pengertian
ini yang dimaksud oleh firmah Allah Subkanahii wa ta’ala pada QS. Al-Jatsiyah

(45): 18 sebagai berikut:

2

~ To - aF - o% 1-57 o % W\§ Lo oxJ[ Tw u-° n \’ AL @

O3abag ¥ (Al 6l al & V5 Ll ,al) Gadal )i e s &
Terjemahnya:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan)

dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti
hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”%?

Ibnu Manzur dalam bukunya juga mengartikan Shari‘ah itu sebagai

sesuatu yang diatur oleh Allah Subkanahii wa ta’ala berupa agama dan perintah-

80Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, Magasid al-shari’ah, Teori dan
Kaidah-kaidah Terapannya dalam ljtihad, (Pekanbaru: Suska Press 2015), 2.

81lpnu Manzur, Lisan al-Arabi, 175.
82Hasbi al-Shiddieqiy, Pengantar IImu Figh, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 5.
8Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 501.
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perintah-Nya seperti puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh amal yang baik.8* Dan
menurut Muhammad Husaini dikutip dari karangan Prof. Alaiddin Koto
megemukakan bahwa Shari‘ah Islamiyah adalah himpunan hukum-hukum yang
ditetapkan oleh Allah Subkanahii wa ta’ala. Untuk manusia secara keseluruhan
melalui ungkapan Rasul-Nya, Muhammad saw dalam Alquran dan sunnah.
Shari‘ah 1slamiyah meliputi bidang agidah, akhlak dan muamalah.%®

Jadi secara sederhananya yang dimaksud dengan magasid al-Shari‘ah
adalah tujuan hukum syariat. Dalam konteks ini, magasid yang dimaksud ialah
magasid atau tujuan yang ditetapkan oleh syara’ dalam mensyariatkan hukum.2®
Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw merupakan rahmat untuk sekalian
manusia.8” Firman Allah Subkanahii wa ta’ald yang memperkuat tentang

kesempurnaan Islam ini diantaranya QS. Al-Anbiya (21): 107 sebagai berikut:
Oaaladl 422 5 ) Sl g
Terjemahnya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat

bagi semesta alam”.%8

Adapun penjelasan maqasid al-Shari‘ah di kalangan berbagai ulama’
adalah sebagai berikut:

1) Imam al-Ghazali

84bnu Manzur, Lisan al-Arabi, 2238.

8Alaiddin Koto, Ilmu Figh dan Ushul Figh (Sebuah Pengantar), (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2009), 37.

8Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, Magasid al-shari’ah, Teori dan
Kaidah-kaidah Terapannya dalam ljtihad, 7.

87Sapiuddin Shidig, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2017), 223.
8Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 331.
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Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariat adalah upaya mendasar
untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya
kesejahteraan.5®

2) Imam al-Syathibi

Al- Magasid terbagi menjadi dua, yang pertama berkaitan dengan maksud
Tuhan selaku pembuat hukum, dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf
(subjek hukum).®® Maksud dari penjelasan diatas, maksud syar’i Allah Subkanahi
wa ta’ala adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat: dunia dan
akhirat. Dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-
Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemashlahatan di dunia dan di akhirat. Yaitu,
dengan mengindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu
haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (mashlahah) dan kerusakan
(mafsadat).%

3) Wahbah al-Zuhaili

Magasid al-Shari‘ah berarti nilai-nilai dan tujuan syara’ yang tersirat

dalam segenap atau bagian besar dari hukum-hukum-Nya, atau tujuan syariat dan

rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syar’i dalam setiap hukum-Nya.%?

81mam al-Ghazali, Syifa’ al-Ghalil, (Baghdad: Mathba’ah al-Irshad, 1971), 159.

®lmam asy-Syathibi, al-Muwafagat Fi Ushul al-Ahkam, (Saudi Arabia: Dar Ibn
Affan,1997), Juz-I, 7.

9panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2019), 104.

9Wahbah al-Zuhaili. Ushul Figh Islami, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), Juz-Il, 225.
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4) Abdul Wahab al-Khallaf
Tujuan syar’i dalam pembuatan hukumnya ialah mewujudkan
kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi
kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka.*?
5) Yusuf al-Qhardhawi
Magasid al-Shari‘ah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-
hukum partikular untuk realisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa
perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan ummat.®*
Dari beberapa difinisi diatas dapat disimpulkan bahwa magasid al-
Shart‘ah adalah maksud Allah Subkanahi wa ta’ala selaku pembuat Shari‘ah
untuk memberkan kemashlahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya
kebutuhan daruriyat, hajivat dan tahsiniyat agar manusia dapat hidup dalam
kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah Subkanahii wa ta’ala yang baik.%
b. Maksud/Tujuan Magasid al-Shart ‘ah
Secara global, tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukum adalah
untuk kemaslahatan manusia keseluruhannya, baik kemaslahatan di dunia yang
fana’ ini, maupun kemashlahatan di hari yang baga (kekal) kelak.®® Hal ini
berdasarkan pada firman Allah Subkanahii wa ta’ala QS. Al-Anbiya (21): 107

sebagai berikut:

9Abdul Wahab Khalaf, llmu Ushul Figh, terj. Masdar Helmy, (Bandung, Gema Risalah
Press. 1997), 354.

“Yusuf al-Qardhawi, Figh Magasid al-shari’ah, terj. Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka
al-Kautsar, 2006), 17.

%panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu, 107.

%]smail Muhammad Syah., dkk, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), cet
ke-2, 65.
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Cnadad] 4225 W) Gl g
Terjemahnya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat

bagi semesta alam”.%’

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum Shari‘ah
pasti memiliki alasan ( ‘i/lat) dan juga tujuan (magasid), pemberlakuannya. Tujuan
dan alasannya untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.*® Menurut
Jasser Auda ia menyebutkan bahwa Shari‘ah adalah suatu kebijakan (hikmah)
dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat.
Sariah merupakan keseluruhan dari keadilan dan kedamaian, kebijakan dan
kebaikan. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dan ketidakadilan,
kedamaian dan pertengkaran, kebaikan dan keburukan, kebijakan dan
kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti Shari‘ah , meskipun hal itu
diklaim suatu interpretasi yang benar.%® Sebagaimana lebih lanjutnya Imam al-
Syatibi mengemukakan: “Syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan
didunia dan di akhirat.

Dari penjelasan secara singkat oleh Penulis diatas dapat dipaparkan bahwa
tujuan akhir dari magasid al-Shari‘ah adalah mashlahah. Dengan demikian, tidak
ada salahnya bahwa pembahasan ini dibahas sedikit tentang maslahah agar

pemahaman magqasid al-Shari ‘ah menjadi terarah dan sempurna.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 331.
%panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu, 113.

9Jaser Auda, Magdsid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamci Law: A System Approach,
(London: The International Institut of Islamic Thought, 2001), xxii



65

Para ulama terdahulu menepakati bawha Shari‘ah diturunkan untu
membangun kemashlahatan manusia didunia dan diakhirat. Dalam kehidupan dan
juga kematian, di masa lalu dan yang akan datang. Ketidak tahuan akan Shari‘ah
dan magasid al-Shari‘ah mendorong sebagian manusia untuk melingkari hukum
yang diturunkan oleh Allah Subkanahii wa ta’ala*®

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh Shari‘ah bersifat umum dan
universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hana untuk individu
secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan.
Bersifat universal bahwa kemaslahatan itu bukan untuk jenjang masa tertentu saja,
melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang hidup manusia.

Karena itu, sebagian besar umat Islam mempercayai bahwa Allah
Subhanahii wa ta’ala. tidak akan memerintahkan kecuali untuk kemaslahatan
hamba-hamba-Nya. Jika di dalam suatu hukum tidak ada kemashlahatan, maka
hukum tersebut dapat dipastikan bukan diturunkan oleh Allah Subkianahii wa
ta’ala ada beberapa “hukum” yang tidak mengandung maslahat. Dan ketika
ditelusuri secara seksama, “hukum” semacam itu biasanya merupakan hasil dari
ijtihad atau takwil manusia yang mungkin sesuai untuk konteks tertentu akan
tetapi tidak sesuai untuk konteks yang lainnya.'%?

Jadi sesuatu titik awal yang harus digaris bawahi adalah magasid al-

Shari‘ah  bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan

1%0panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu, 114.

11ka Yunia Fauzia dan Abdul Kaadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif
Magqasid al-shari’ah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 45.

192Jaser Auda, Magasid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamci Law: A System Approach,
76.
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kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung
jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada Allah Subkanahi wa
ta’ala.*®

Shart‘ah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan magasidnya agar
kehidupan yang dapat ditegakan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan
ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan. Dalam perkembangan
berikutnya, kajian tentang magasid al-Shart‘ah merupakan kajian utama filsafat
hukum Islam. Magasid al-Shari‘ah melibatkan pernyataan kritis tentang tujuan
ditetapkannya suatu hukum. Karena magasid al-Shari‘ah berkaitan dengan
maksud dan tujuan Shari‘ah , maka pembahasan yang dominan ini, yaitu yang
bersinggungan dengan mekanisme mencari hikmah dan illat suatu hukum yang
berikut filosofi yang termuat dalam hukum tersebut.1%*

Tujuan hukum Islam sering juga disebut oleh para pakar ushul figh dengan
sebutan magasid al-Shari‘ah (tujuan-tujuan hukum Islam). Dari segi bahasa
magqasid al-Shari‘ah berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam.
Karena itu yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah
hikmat dan ‘illat ditetapkannya suatu hukum. Kajian tentang tujuan diterapkannya
hukum dalam Islam merupakan kajian menarik dalam bidang ushul figh. Dalam
perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat

hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah magasid al-Shari‘ah

193panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu, 114.

1%41ka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif
Magasid al-shari’ah, 46.
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identik dengan filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan
pertanyaan-pertanyaan Kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.%

Secara singkat, tujuan Allah Subkanahi wa ta’ala mensyariatkan
hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk
menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak
melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum
yang utama, Alquran dan Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di
dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul figh, ada lima unsur
pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh
kemaslahatan, manakala ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak
dapat memelihara kelima unsur dengan baik.%

Sebagaimana uraian diatas pembicaraan tentang tujuan pembinaan hukum
Islam atau merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput
dari perhatian ulama serta para pakar hukum Islam. Sebagaimana ulama
menempatkannya dalam bahasan ushul figh dan ulama yang lain membahasnya
sebagaimana bahasan tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam namun
tetap menjadikannya sebagai bagian dari bagian ushul figh.1%’

c. Tingkatan dan Klasifikasi Magasid al-Shari‘ah
Bersadarkan penjelasan yang panjang di atas, dapat dipahami bahwa

tujuan Allah Subkanahii wa ta’ala terhadap syari’at hukum-Nya adalah untuk

1%5Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
123.

1%1pid, 175.
197panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu, 116.
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memelihara mashlahah manusia sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia
maupin di akhirat.

Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaanya sangat
tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Alquran dan Hadis.
Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan
penelitian ahli ushul figh, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan
diwujudkan. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia
dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan
mafsadat, manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.%

Menurut al-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-
dalil Alquran dan Hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-gawa’id al-
kulliyah dan menetapkan al-kulliyah al-khamsah. Ayat-ayat Alquran yang
dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah yang tidak di nas dan
ayat-ayat Madaniyyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Diantara ayat-
ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh
jiwa, larangan meminum-minuman yang memabukkan, larangan berzina dan
larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar.!® la setelah
mengadakan penelitian dengan seksama, berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-
dalil yang digunakan untuk menetapkan al-kulliyah al-khamsah termasuk dalil
gas’ivah, maka ia juga dapat dikelompokkan sebagai gas 7yah.'® Agaknya yang

dimaksud dengan istilah qat’iyah oleh al-Syatibi adalah bahwa al-kulliyah al-

18] pid, 120.
1%91mam asy-Syathibi, al-Muwafagat Fi Ushul al-Ahkam, 62.
101bid, 34.
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khamsah, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena
itu ia dapat dijadikan sebagai dasar menetap hukum.!!

Guna kepentingan menetapkan hukum kelima unsur pokok di atas
dibedakan menjadi tiga peringkat, al-daruriyat, hajivat dan tahsiniyat.
Pengelompokkan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya.
Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang
pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini
peringkat al-daruriyat menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat kajiyat ,
kemudian disusul oleh taksiniyat. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa
peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi
peringkat pertama.!?

Berikut penjelasan tingkatan peringkat al-daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat
adalah sebagai berikut:

1) Al-daruriyat

Kebutuhan tingkat daruriyat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk
keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya
kebutuhan tersebut.'* Menurut Imam al-Syatibi yang dimaksud dengan
memelihara kebutuhan al-daruriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan
yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu
adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan

sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak

MAl-Fasi, Magasid al-syari’at al-1slamisyat wa Makarimuha, (t.t.: Maktabat al-Wihdat
al-Arabiyyat, t.th.), 51.

H2Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 126.

113panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu, 121.
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terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi
kelima pokok tersebut.!t4

Maksud dari al-daruriyat ini adalah segala sesuatu yang harus ada untuk
tegaknya kehidupan manusia baik diniyah maupun duniawiyah, dalam arti apabila
al-daruriyat itu tidak berdiri (tidak berwujud), cederalah kehidupan manusia di
dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya azab yang pedih di
akhirat nanti.'*> Memelihara al-daruriyat ini haruslah dengan dua faktor; Pertama:
mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya, yakni: “Yang
meneguhkan sendinya-sendinya dan mengokohkan fondasi-fondasinya. Hal itu
adalah ibarat daripada memeliharanya dari segi perwujudannya (menjaganya dari
segi perwujudannya)”.

Kedua: mengerjakan segala yang menolak kecederaan yang mungkin
menimpanya atau disangka menimpanya, yakni “Yang menolak kecederaan yang
terjadi daripadanya atau khawatir akan terjadi. Hal itu ialah ibarat memeliharanya
dari segi ketiadaan (menjaganya supaya jangan lenyap)”.

Konkretnya yang pertama, mengerjakan segala yang menjadi sebab-sebab
perwujudan. Dan yang kedua, meninggalkan segala kerusakan.'® Untuk lebih
jelasnya contoh maslahat daruriyar ditinjau dari segi wujud dan ‘adam dapat

dilihat dibawah ini;

141mam al-Syathibi, al-Muwafagat Fi Ushul al-Ahkam, 4.

15T M. Hashi Al-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet
ke-5, 187.

1181 bid.
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a) Menjaga agama dari segi al-wujud. Misalnya, Allah Subkanahii wa
ta’ala  memerintahkan kaum beriman mendirikan shalat dan
membayarkan zakat;

b) Menjaga agama dari segi al-‘adam. Misalnya, Allah Subkanahi wa
ta’ala memerintahkan kaum beriman untuk melaksanakan jihad, serta
melarang murtad dan penetapan hukuman bagi orang murtad;

c) Menjaga jiwa dari segi al-wujud. Misalnya, Allah Subkanahii wa ta’ala
menyuruh menyuruh manusia untuk makan dan minum;

d) Menjaga jiwa dari segi al- ‘adam. Misalnya, Allah Subkanahii wa ta’ala
melarang membunuh tanpa hak serta memerintahkan pelaksanaan
hukuman gishash dan diyat bagi pembunuh;

e) Menjaga akal dari segi al-wujud. Misalnya, Islam menyuruh kaum
muslimin untuk mencari ilmu;

f) Menjaga akal dari segi al-‘adam. Misalnya, Islam mensyariatkan
keharaman meminum khamar dan pelaksanaan had bagi peminumnya;

g) Menjaga keturunan (al-nasl) dari segi al-wujud. Misalnya, Islam
mensyariatkan pernikahan;

h) Menjaga keturunan (al-nasl) dari segi al-‘adam. Misalnya, Islam
mensyariatkan larangan berzina serta pelaksanaan had bagi pezina dan
muqdzif (menuduh orang berzina);

i) Menjaga al-Mal dari segi al-wujud. Misalnya, Islam mensyariatkan jual

beli dan mencari rezeki;
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J) Menjaga al-Mal dari segi al-‘adam. Misalnya, Islam mengharamkan
riba, dan mensyariatkan untuk memotong tangan pencuri.t!’
2) Hajiyat

Imam asy-Syatibi mendefinisikan Aajiyar adalah sesuatu yang sebaiknya
ada agar dalam menjalani hidup dengan mudah dan terhindar dari kesulitan. Bila
sesuatu tidak ada, ia tidak akan akan menimbulkan kerusakan atau kematian
hanya saja akan mengakibatkan masyaqagah (kesulitan) dan haraj (kesempitan).!®

Tingkatan Aajiyar merupakan tingkatan sekunder bagi kehidupan manusia
dan tingkatan ini dibutuhkan bagi kehidupan manusia akan tetapi tidak mencapai
pada tingkat al-daruriyat. Serta tingkatan ini tidak termasuk dalam kebutuhan
esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan
dan kesempitan dalam hidupnya.

Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak mengancam eksistensi kelima
pokok diatas (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) tetapi hanya akan
menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.

Hal ini sesuai dengan tujuan dalam penetapan hukum syara’ dalam bentuk
ini disebut tingkatan hagjiyat. Tujuan hajiyat dan segi penetapan hukumnya
dikelompokkan pada tiga kelompok:

a) Hal yang disuruh syara’ melakukannya untuk dapat melaksankan

kewajiban syara’ secara baik. Hal ini disebut mugaddimah wajib.

Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut

"'Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, Magasid al-shari’ah, Teori dan
Kaidah-kaidah Terapannya dalam ljtihad, 41.

118]mam asy-Syathibi, al-Muwafaqgat Fi Ushul al-Ahkam, 9.
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ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang
perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak
akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat
dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada
pada tingkat hajiyat ;

b) Hal yang dilarang syara’ melakukannya untuk menghindarkan secara
tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur al-daruriyat.
Perbuatan zina berada pada larangan tingkat al-daruriyat. Namun
segala perbuatan menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang
untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang. Namun
segala perbuatan menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang
untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang al-
daruriyat itu. Melakukan khalwat (berduaan dengan lawan jenis di
tempat sepi) memang bukan zina dan tidak ada merusak keturunan.
Juga tidak mesti khalwat itu berakhir pada zina. Meskipun demikian,
khalwat itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran
larangan yang bersifat al-daruriyat. Kepentingan akan adanya tindakan
untuk menjauhi larangan demi berada pada tingkat kajiyat ;

c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan)
yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak
ada rukhsah pun tidak akan hilang satu persatu unsur yang al-daruriyat itu,
tetapi manusia tidak akan berada dalam kesempitan (kesulitan). Rukhsah

ini, berlaku dalam “ibadah” seperti shalat bagi yang berada dalam
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perjalanan; dalam “muamalat” seperti bolehnya jual beli saham (inden);

juga dalam “jinayah” seperti adanya maaf untuk membatalkan

pelaksanaan gisas bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat (denda) atau
tanpa diyat sama sekali.®
3) Tahsiniyat

Menurut Prof. Alaidin Koto, kebutuhan taZsiniyatr adalah tindakan atau
sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al- Mukarim al-Akhlaq,
serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan
mu’amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud maka kehidupan tidak
akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek al-daruriyat dan
juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek kajiyat . Namun,
ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam
pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan dan menurunkan
martabat pribadi dan masyarakat.!?

Tingkatan taksiniyat ini ialah tingkatan tersier yang sesuatu sebaliknya
adalah untuk memperindah kehidupan, tanpa terpenuhinya kebutuhan taZsiniyat,
kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak menimbulkan kesulitan.

Tujuan tahsiniyat ini menurut asalnya tidak tidak menimbulkan hukum
wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada
yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (al-daruriyat

dan tahsiniyat). Segala usaha yang memenuhi kebutuhan tahsiniyat ini

19panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu, 126.
120Alaiddin Koto, Ilmu Figh dan Ushul Figh (Sebuah Pengantar), 118.
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menimbulkan hukum “sunnah” dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan
tahsiniyat menimbulkan hukum “makruh .12

Aspek tahsiniyat berlaku pada bidang ibadah, seperti berhias dan
berpakaian rapi pada waktu ke masjid; dan pada bidang mu’amalat, seperti pada
jual beli syuf’ah; juga berlaku pada adat, seperti hemat dalam berbelanja; serta
berlaku pula dalam bidang jinayah seperti tidak membunuh anak-anak dan
perempuan dalam peperangan.!??

Pembagian tujuan syara’ pada tingkat hal tersebut, sekaligus menunjukkan
peringkat kepentingan. Tingkat dharurriyyat lebih tinggi dari tingkat zajiyat , dan
tingkat hajiyar lebih tinggi dari tingkat taksiniyat. Kebutuhan dalam peringkat
yang sesama al-daruriyat pun berurutan pula tingkat kepentingannya, yaitu:
agama, jiwa, akal, keturunan (harga diri) dan harta. Ada peringkat dan urutan
kepentingan itu akan tampak disaat terjadi perbenturan antar masing-masing
kepentingan itu dan salah satu diantaranya harus didahulukan.?

Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (al-daruriyat,
hajiyat  dan tahsiniyar) diatas, dalam mencapai kesempurnaan kemashlahatan
yang yang diinginkan syar’i, sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun
aspek-aspek daruriyat merupakan kebutuhan yang paling esensial. Tapi, untuk
kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek hajiyat  dan tahsiniyat. Hajiyat

merupakan penyempurna bagi al-daruriyat dan tahsiniyat adalah penyempurna

21panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu, 127.
12| pjd,
123 pid.
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bagi hajiyar . Namun, aspek daruriyat adalah dasar dari segala kemaslahatan
manusia.?

Guna memperoleh gambaran utuh tentang teori magasid al-Shari‘ah,
berikut ini akan dijelaskan ke lima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya
masing-masing.?® Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu:
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima
pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.?

a) Memelihara Agama (Hifz al-Din)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah
kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama
dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama
dan mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk
masuk Islam.*?’

Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah Subkanahii wa ta’ala QS. Al-
Bagarah (2): 256 sebagai berikut:

S8 Ay (a3 o3l 555 G (A G M350 G 8 G (5180 Y
Ao fals 31 Aliall ¥ a5 501 85l Sl
Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah

jelas yang benar daripada jalan yang sesat”.1%

124Alaiddin Koto, Ilmu Figh dan Ushul Figh (Sebuah Pengantar), 119.

12531-Buthi, dawabith al-Mashlahah fi al-Syari at al-1slamiyyat, (Beirut: Mu’assasat, tth.),
249,

126Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 127.

27Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Magdsid al-shari’ah, terj. Khitmawati, (Jakarta:
Amzah, 2018), cet ke-v, 1.

128Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 43.
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Agama dalam pandangan Islam ini mempunyai peran yang sangat penting
dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi dari
keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang berjalan pada malam
hari tanpa pelita. Orang filosof pernah berkata, banyak komunitas bisa hidup tanpa
ilmu, seni dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok yang
hidup tanpa agama. Kenyataannya bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan
tersebut, pertama kali ditegaskan dalam agama Islam yaitu bahwa agama adalah
kebutuhan fitrah manusia.?®

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa setiap umat yang ada di
permukaan bumi, yaitu sejak manusia hidup tidak bisa terlepas dari agidah dan
agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subkanahii wa ta’ala QS. Fathir (35):

24:

5530 g8 DA W) 4 (s 315305 1 5 Gally Gl U

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran
sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan

tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi

peringatan” 1%

Pemeliharaan dalam agama merupakan tujuan pertama hukum Islam.
Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam
agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan
hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim,

terdapat juga syari’at yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam

12Amrullah Hayatudin, Ushul Figh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam), (Jakarta:
Amzah, 2019), 211.

130Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 438.
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berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain
dan benda dalam masyarakat. Ketiga komponen itu, dalam agama Islam, bejalin
berkelindan. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang
dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah
menurut keyakinan (agama)-nya. '3t

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa agama adalah
hak dan kebebasan untuk memeluknya, mempunyai peran yang sangat penting
dalam manusia. Karena tanpa adanya agama merupakan seperti jalan di malam
hari tanpa ada cahaya yang bisa menuntunnya kejalan yang benar dan merupakan
fitrah serta pedoman atau jalan hidup bagi manusia terhadap berhubungan dengan
Tuhannya dan manusia (zablumminallazh wa Aablumminannas).

Agama dalam kehidupan adalah keniscayaan, dalam arti lain manusia
sangat membutuhkan sekali agama. Kebutuhan akan agama dapat disebabkan
masalah prinsip dasar kebutuhan manusia.’*> Mengingat pentingnya keberadaan
agama dalam kehidupan manusia. Islam memberikan pedoman untuk melindungi
agama dengan adanya prinsip hifz al-Din.1*

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingan atau
prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

(1) Memelihara agama dalam peringkat al-daruriyat. Yaitu memelihara

dan melaksanakan kewajiban kegamaan yang sangat masuk peringkat

18Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 56.

132K oko Abdul Kadir, Metode Studi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 40.
13B3Amrullah Hayatudin, Ushul Figh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam), 112.
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primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat itu
diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama;

Memelihara agama dalam peringkat hajiyar . Yaitu melaksanakan
ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti
shalat jamak dan shalat gashar bagi orang yang sedang bepergian.
kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam
eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang
akan melakukannya;

Memeliharah agama dengan peringkat tahsiniyar. Yaitu mengikuti
petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus
melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya
menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan
badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak
yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin dilakukan, maka hal ini
tidak mengancap eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi
orang yang melakukannya. Artinya bila tidak ada penutup aurat,
seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang
masuk kelompok al-daruriyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak
dapat dikategorikan sebagai pelengkap (taksiniyat), karena
keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia.
Setidaknya kepentingan ini termasuk dalam kategori hajiyat dan al-
daruriyat. Namun kalau mengkuti pengelompokkan diatas, tidak

berarti sesuai yang termasuk tahsiniyat itu dianggap tidak penting,
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karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hgjiyat dan al-
daruriyat.
b) Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)

Menurut mayoritas Ulama yang dipimpin oleh Imam Al-Ghazali,
menempatkan hifz al-nafs sebagai urutan kedua setelah hifz al-din.'3* Dan para
Ulama juga sepakat bahwa salah satu tujuan syariat diturunkan adalah untuk
memelihara jiwa manusia atau hak hidup.1®

Menurut Muhammad Abu Zahra, memelihara jiwa dan diri berarti
melindugi hak hidup mulia. Maka tidak boleh ada pembunuhan atau perbuatan
yang menyakiti atau melukai anggota badan. Termasuk tidak boleh ada teror,
cacian atau celaan yang menodai kemuliaan atau harga diri seseorang. Juga
termasuk perlindungan terhadap kebebasan bekerja, berfikir, dan mengeluarkan
ide atau bertempat tinggal. Kebebasan ini seperti ini adalah tiang bagi terciptanya
kehidupan mulia yang merdeka.'%

Hal ini sejalan dengan firman Allah Subkanahii wa ta’ala QS. Al-Isra’
(17): 70 sebagai berikut:

e dadlind s il G 238555 A5 oAl b s s ol ¢ a3l

Terjemahnya:

3% 1mam Al-Ghazali, Al-Mustasfa fi ‘Ilm Al-Ushul, (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1997),
Juz 1, 271.

15Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, Magasid al-shari’ah, Teori dan
Kaidah-kaidah Terapannya dalam ljtihad, 72.

16Muhammad  Abu  Zahra, Tarikh Mazhaib fi al-Islamiyyah, terj. Nabhani Idris
(Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), 66.
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“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang
sempurna.

99137

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan

menjadi tiga peringkat:

1)

)

3)

Memelihara jiwa dalam peringkat al-daruriyat, seperti memenuhi
kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup,
kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat
terancamnya eksistensi jiwa manusia;

Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat , seperti diperbolehkannya
berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi
manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya;

Memelihara jiwa dalam peringkat taksiniyat, seperti diterapkannya
tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan
kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi

jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c) Memelihara Akal (Hifz al-‘4ql)

Manusia adalah makhluk Allah Subkanahi wa ta’ala. Ada dua hal yang

membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah Subkanahit wa ta’ala

telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan

bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang.'3

13"Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 290.
1381smail Muhammd Syah., dkk, Filsafat Hukum Islam, 75.
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Ahmad al-Mursi Husain Jauhar menjelaskan akal merupakan sumber
hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan
manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari yang Allah
Subkanahii wa ta’ala disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi
pemimpin di muka bumi dan dengannya manuia menjadi sempurna, mulia dan
berbeda dengan makhluk lainnya.®®® Hal ini sesuai dengan firman Allah

Subkanahii wa ta’ala dalam QS. Al-Isra’ (17): 70 sebagai berikut:

b aalte, 2 L% T eslea o Y. w-} 'oJ‘~°//~/‘g./ To g OBy
e adillady cunlall fya 238555 Al Hall 8 agalaa s ad) fn Ba 8 Al
Mol WA (s iR

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang

sempurna”. 40

Sebagaimana Amir Syarifuddin mengatakan akal merupakan unsur yang
sangat penting bagi kehidupan manusia, karena akal yang membedakan manusia
dengan makhluk lainnya. Serta segala bentuk tindakan yang membawa kepada
wujud dan penyempurnaan akal itu adalah perbuatan yang baik atau mashlahat
dalam rangka jalbu masalis.}*

Pemeliharaan akal sendiri sangat dipentingkan dalam hukum Islam, karena
dengan akalnya manusisa dapat berfikir terhadap Allah Subkanahii wa ta’ala.

alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan akal manusia dapat mengembangkan

13%Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Magasid al-shari’ah, terj. Khitmawati, 91.
140Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 290.

4 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),
cet-vii, 236.
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ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tanpa akal manusia tidak mungkin pula
menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam.42

Andai tanpa akal, manusia manusia tidak mendapatkan pemuliaan yang
bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat yang luhur, hal ini akan
membebankan pada diri manusia. Dengannya manusia berhak mendapat pahala
dan dosa di akhirat berdasarkan akal yang digunakan di dunia, membuka
cakrawala, meningkatkan strata hidupnya, memperbaiki diri, dapat menjalin
kehidupan materi dan spiritual, melanjutkan penemuan dan inovasinya di berbagai
bidang, menyelesaikan persoalan hidupnya dan mencapai cita-cita, serta
memahami keagungan dan ajaran-ajaran Allah dan mengabdi kepada- Nya.

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk yang ma rifat kepada
Allah penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan mentaati seluruh aturan
yang telah ditetapkan oleh-Nya. Dan membenarkan para rasul dan nabi, dan
mempercayai bahwa mereka adalah peranta yang akan memindahkan kepada
manusai apa yang diperintahkan Allah Subkanahi wa ta’ala. kepada mereka,
membawa kabar gembira untuk mereka dengan janji, dan membawa peringatan
dan ancaman.

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara
akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang melemahkan dan merusakannya,
atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam

masyarakat atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya.'*® Dan untuk

142Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia), 57.

143Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Magasid al-shari’ah, terj. Khitmawati, 92.
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memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setia
minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamar dalam al-qur’an
dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.**

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan

menjadi tiga peringkat:

(1) Memelihara akal dalam peringkat al-daruriyat, seperti diharamkan
meminum minuman Kkeras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka
akan berakibat teancamnya eksistensi akal;

(2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyar , seperti dianjurkannya
menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak
akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam
kaitannya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan;

(3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat, seperti menghindarkan
diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.
Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi
akal secara langsung.

d) Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl)
Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri
seksual secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan kehormatan.
Melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas.'*®

Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat

144Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia), 57.

1%31bid, 216.
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diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk
dapat saling mewarisi.4®
Islam menentang pergaulan bebas yang sering kali membawa kepada hal-
hal yang tidak dikehendaki, seperti kehamilan diluar nikah, yang secara sosiologis
menimbulkan aib bagi pelaku dan keluarganya. Oleh karena itu, untuk
menghindari hal tersebut, Islam menetapkan cara untuk melindungi keturunan dan
kehormatan.'#’ Semua ini agar anak atau keturunan dalam keadaan bersih.4®
Sebagaimana perintah Allah Subhanahii wa ta’ala. Dalam rangka untuk
melakukan perkawinan itu terdapat dalam QS. An-Nur (24): 32 sebagai berikut:
0 24555 158 135356 ) I3 Aol i Gl K A1 1A
e 3 A5 Ak G
Terjemahnya:
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka

miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-
Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) maha mengetahui.”4°

Dan Allah melarang memperoleh keturunan diluar perkawinan yang
disebut zina sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam QS Al-lsra (17): 32
sebagai berikut:

S sl Al HE A A3 108 Y

Terjemahnya:

1481pid, 57.

147 Amrullah Hayatudin, Ushul Figh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam), 216.
148Muhammad Abu Zahra, Tarikh Mazhaib fi al-Islamiyyah, terj. Nabhani Idris, 67.
149Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 378.
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“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat

dibedakan menjadi tiga peringkat;

(1) Memelihara keturunan dalam peringkat al-daruriyat, seperti
disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan,
maka ekistensi keturunan akan terancamn;

(2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat , seperti ditetapkannya
ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan
diberikan hal talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada
waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus
membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan
mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal
situasi rumah tangganya tidak harmonis;

(3) Memelihara keturunan dalam peringkat taksiniyat, seperti disyariatkan
khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam
rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka
tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula
mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e) Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena

dengan harta manusia bisa bertahan hidup. Harta adalah pemberian Tuhan kepada

manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan

1%91bid, 286.
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kehidupannya. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk
memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan serta melindungi kepentingan
seseorang, masyarakat dan negara, misalnya dari penipuan, penggelapan,
perampasan, pencurian dan kejahatan lain terhadap harta orang lain.*>*

Dalam hal ini, jika dilihat dari segi wujud Abdul Wahab Khalaf
menjelaskan bahwa untuk berupaya dan mencari serta mendapatkan harta, Islam
mensyariatkan kewajiban usaha mencari rezeki dan membolehkan mu’amalah
(hubungan usaha), muhadala (tukar-menukar), tijarah (perdagangan), dan
mudharabah (berniaga dengan harta orang lain), yang lebih rinci dijelaskan dalam
figh mu’amalah.

Sedangkan dari segi ‘adam bahwa untuk memelihara dan menjaga harta,
Islam mensyari’atkan haramya pencurian, member hukuman had kepada pencuri,
haramnya khianat dan memakan harta orang lain secara batil.*>2

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat diberikan
menjadi tiga peringkat;

(1) Memelihara harta dalam peringkt al-daruriyat, seperti syariat tentang
tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain
dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka
berakibat terancamnya eksistensi harta;

(2) Memelihara harta dalam peringkat Aajiyat , seperti syariat tentang jual

beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak

5IMohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia), 58.

1%2Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, Magasid al-shari’ah, Teori dan
Kaidah-kaidah Terapannya dalam ljtihad, 82.
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akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang
yang memerlukan modal;

(3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti ketentuan
tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini
erat kaitannya dengan etika bermu’amalah atau etika bisnis. Hal ini
juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab
peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat
yang kedua dan pertama.t®®

d. Magasid al-Shart ‘ah dalam Perkawinan
Dalam bab pernikahan, salah seorang pakar magasid al-Shari‘ah,
Jamaluddin Atiyyah, menjelaskan cerara rinci tentang magasid atau tujuan dari
pensyariatan pernikahan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan teks
Alquran dan sunnah tentang magdasid pernikahan, serta memadukan beberapa
pendapat dari para magasid lainya. Menurut Jamaluddin ‘Atiyyah, magasid al-
Shart ‘ah dari pernikahan adalah:
1) Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan
Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk
pernikahan di arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan
nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia
layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh dibawah

kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama

158Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 128.
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bagi kalangan perempuan, dimana Islam menganggap laki-laki dan perempuan
sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Pernikahan Islam menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan
hubungan suami istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang,
aturan tentang poligami, aturan tentang talak aturan tentang larangan berzina,
aturan tentang khulu’, fasakh, dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal
sebelumnya, atau kalaupun sudah ada aturan, dirasa belum memposisikan suami
dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidak adilan dalam pola
hubungan berkeluarga.

2) Menjaga keturunan

Nabi Muhammad saw menganjurkan umat Islam untuk memilih calon
pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan
pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus
perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai
seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting keberlanjutan
kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia
sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara
perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat
Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgen melihat tujuan
pernikahan ini.

Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar

menjaga keturunan ini tetap terealisasi, di antaranya adalah keharusan menikah
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dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan menikah dengan sesama

jenis (laki-laki dan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan

mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak,

larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat

reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak dan aturan lainnya.
3) Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa razmah

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis
semata, akan tetapi juga erat kaitanya dengan menciptakan kondisi psikologis
yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami
dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan Istri untuk saling
mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai
akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang
akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami dan istri,
yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan
menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual
dan aturan lainnya.

4) Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga
keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan
menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis

keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak
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dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak dan
ibu sahnya.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinaan yang
berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, Islam juga melarang
mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak
keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim,
ada juga aturan tentang masa issah, dan aturan lainnya.

5) Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan
yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami dan istri). Nabi
Muhammad saw memberikan gambaran bahwa ketika memilih calon suami-istri,
yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria
tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau
istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan
keberagamannyalah yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga
kriteria lainnya.

6) Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami
olen manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang
dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah
masuk pada jenjang berkeluarga, akan dihadapkan pada beberapa aturan yang

merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat
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pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara
anak dan orang tua.
7) Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahakn Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang
berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar
kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung
jawab , suami juga punya kewajiban memeberi nafkah kepada istri dan juga anak-
anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan
upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat,
wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek
finansial 1>

Magasid al-Shari‘ah di atas menjadi gambaran yang sangat jelas
bagaimana menentukan batas usia yang ideal untuk menikah. Batas usia yang
ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar
magqasid al-Shari‘ah dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam
akan terealisasi. Sebaliknya usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika
pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan
tidak akan tercapai, kalaupun tercapai tetapi tidak akan sampai batas maksimal.

Inilah prinsip batas usia menikah yang ideal.*>®

14 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il Magdsid Shari‘ah , (Damaskus: Darr al-Fikr,
2001), 149.

1%Nabila Saifin Nuha Nurul Hag, Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif
Magqasid al-Shari’ah (Analisis Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan), (Malang: Pps UIN Maliki, 2018), 70.



93

C. Kerangka Pemikiran

Secara garis besar dalam praktiknya masalah pernikahan dini masih sering
dilakukan oleh banyak orang di Indonesia. Kebanyakan dari kalangan mereka
disebabkan oleh minimnya sex education, oleh sebab itu banyak masyarakat yang
terjerumus ke dalam pergaulan ataupun seks bebas yang mengakibatkan
kehamilan dan berujung pada pernikahan dini. Adapun kerangka pemikiran dari

proposal tesis ini sebagai berikut:

e Alquran
o Hadis
e Sex Education

1

Minimalisasi Pernikahan Dini Melalui Sex Education di
Kota Palu dalam Tinjauan Magasid al-shari’ah

Tinjauan Magasid al-shari’ah

Penerapan Minimalisasi Terhadap Penerapan
Pernikahan Dini Melalui Sex Minimalisasi Pernikahan Dini
Education di Kota Palu Melalui Sex Education di

Kota Palu

L Metode Penelitian Kualitatif J

!

Minimalisasi Pernikahan
Dini Melalui Sex Education
yang Sesuai dengan Magasid
al-shari’ah




BAB |11

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field
research) yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati.t

Bogdan dan Biklen dalam Emzir menyebutkan, terdapat beberapa
karakteristik penelitian kualitatif,? yaitu:

1. Naturalistik (latar alamiah), memiliki latar aktual yang alamiah sebagai
sumber langsung dalam mengumpulkan data, dan peneliti sebagai
instrumen kunci (pengumpul data utama).

2. Data deskriptif, data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata
dan gambar daripada angka-angka.

3. Lebih mementingkan proses, hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-
bagian yang diteliti jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

4. Induktif, cenderung menganalisis data secara induktif, penelitian tidak
melakukan pencarian di luar data atau bukti untuk menolak atau menerima

hipotesis yang diajukan sebelum melaksanakan penelitian.

'Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif, (Ed. Revisi; Cet.
1V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 28.

2Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Cet. Il; Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2011), 2.
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5. Makna, adalah kepedulian yang esensial pada pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif peduli dengan apa yang disebut dengan perspektif
partisipan.

Pendekatan kualitatif ini digunakan agar nantinya data-data yang
dihasilkan benar-benar data yang diperoleh dari sumber yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi sebagai objek penelitian di
Kota Palu. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana
penerapan Sex Education dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Palu
dalam tinjauan Magqgasid shari’ah .

C. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan karakteristik dari penelitian kualitatif, maka
tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-
kenyataan yang terjadi di lapangan.Selain itu, hanya peneliti yang menjadi
instrumen yang mampu berhubungan dengan informan atau objek lainnya yang
berkaitan dengan penelitian ini.

Penulis sebagai peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai
instrumen sekaligus pengumpul data. Dalam melakukan penelitian, peran peneliti
bersifat aktif di lapangan dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi
melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang

diteliti. Penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti
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dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas pengelolaan maupun
pelaksanaannya.
D. Data dan Sumber Data
Untuk memperoleh data-data yang diinginkan, maka penulis mencari data
dari para sumber data atau informan, seperti, Pegawai Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palu, Pegawai Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Pegawai Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Penyuluh Keluarga
Berencana, Duta Genre, PIK-R, dan penerima materi sex education di Kota Palu.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian®,
dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu dan informan
yang representatif dalam penelitian melalui observasi dan wawancara.

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian orang
lain yang biasanya sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, dokumen-
dokumen yang menjadi arsip, dan data lain yang menunjang penulisan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan keterangan yang
dibutuhkan dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 57.
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1. Observasi

Observasi adalah mengamati dari dekat gejala penyelidikan dan merinci
segala unsur data.* Dalam hal ini penulis telah melakukan pra penelitian dengan
cara melihat lokasi penelitian secara langsung untuk mendapatkan data-data yang
terkait dengan objek penelitian.

Selanjutnya, peneliti memainkan dua peran, yaitu pertama, berperan
sebagai anggota peserta dalam masyarakat, dan kedua, berperan sebagai peneliti
yang mengumpulkan data tentang objek yang diteliti, agar bisa mendapatkan data
yang lebih lengkap dan terpercaya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Susan
Stainback dalam Sugiyono, bahwa dalam observasi partisipatif, peneliti
mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan,
dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.®

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi secara langsung antara peneliti dengan
subjek atau sampel penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan.® Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
wawancara terbuka yang tidak membatasi jawaban informan terhadap pertanyaan
yang diberikan.

Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-
pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu seperti Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan

“Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian lImiah, (Bandung: Tarsito, 1990), 139.
SSugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Cet. IX; Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 65.

5Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian limiah, 140.
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dan Perlindungan Anak (DPPPA), tokoh masyarakat antara lain tokoh adat, tokoh,
agama, dan tokoh organisasi, serta beberapa masyarakat yang terlibat dalam
pernikahan dini di Kota Palu.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah
dokumen penting yang berhubungan dengan objek penelitian untuk menunjang
kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang terkait
dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Palu, termasuk
struktur organisasi dan data statistik pernikahan dini.
F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Reduksi data, adalah proses merangkum, memilah hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya.
Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data, adalah proses menyajikan data yang sebelumnya telah
direduksi sehingga data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan
sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Yang lebih sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah

dengan teks yang bersifat naratif. Namun disarankan, penyajian data juga
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dapat dilakukan dengan menggunakan grafik, matrik, dan chart atau

bagan.

3. Verifikasi data, adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan
kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan
pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat
peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Sebuah penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian.
Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat
memperoleh kesimpulan yang objektif.Artinya bahwa sebuah penelitian bila telah
memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji
keabsahan data penelitiannya.

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah
penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus
untuk menguji data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil
penelitian.Lincoln dan Guba dalam Emzir mengusulkan empat kriteria untuk

menilai kualitas penelitian kualitatif.Kriteria tersebut merupakan Kkriteria yang
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digunakan dalam pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini. Kriteria itu
antara lain:’
1. Kredibilitas.

Kriteria ini merupakan penetapan hasil penelitian yang dinilai kredibel
atau dapat dipercaya agar hasil penelitian yang telah dilakukan tidak meragukan
sebuah karya ilmiah.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan
data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan,
melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui
maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan
antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin
terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin
banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian
difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh.Data yang
diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau
masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah
dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan
pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

"Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, 81.
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Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka
kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan
baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara untuk
mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan
disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat
dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian
terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian
yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat
dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin
berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma dalam Sugiyono mengatakan triangulasi dalam
pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber
dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi
teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data
yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh
peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan
kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik
Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek
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data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila dengan teknik
pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka
peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan
untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
3) Triangulasi Waktu
Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat
narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih
kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi
atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji
menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga
sampai ditemukan kepastian datanya.
d. Menggunakan Bahan Referensi
Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang
telah ditemukan oleh peneliti.Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang
dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga
menjadi lebih dapat dipercaya.
e. Mengadakan Member Check
Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang
diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan
member check adalah agar informasi yang diperoleh yang akan digunakan dalam

penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.
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2. Transferabilitas.

Transferabilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian
kualitatif.Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat
diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut
diambil.Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih
dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti, nilai transfer sangat
bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam
konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda, validitas nilai transfer masih
dapat dipertanggungjawabkan

3. Dependabilitas.

Pengujian dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap
keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau
pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan
olen peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika
bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih
sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai
pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. Konfirmabilitas.

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan pengujian
konfirmabilitas penelitian.Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil
penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji
konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses

yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses
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penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar
konfirmabilitas. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda
antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya
pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat

dipertanggungjawabkan.



BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Tugas dan Fungsi
Tugas dan fungsi masing-masing aparatur sipil Negara tertuang dalam
Peraturan Walikota Palu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi
dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
adalah sebagai berikut! :
a. Kepala Dinas
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah. Mempunyai fungsi :
1) Perumusan kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.
2) Pelaksanaan kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

IRenstra DPPPA Kota Palu Tahun 2021-2026, 12.
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4) Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olen Wali Kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mempunyai fungsi? :

1) Penyusunan dan pengkoordinasian rumusan perencanaan program
dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak.

2) Penyusunan laporan kinerja.

3) Pengelolaan administrasi kepegawaian.

4) Pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga.

5) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.

6) Pengelolaan perlengkapan, dan aset.

7) Pengelolaan administrasi keuangan.

8) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang
melakukan pelanggaran disiplin terkait peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2bid, 13.
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9) Penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja sekretaris.

10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan

penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan teknis di bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga. Mempunyai

fungsi *:

1) Penyusunan rencana program dan kegiatan kebijakan bidang
pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga.

2) Pengkoordinasian dan sinkronisasi bidang pemberdayaan
perempuan dan kualitas keluarga.

3) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga.

4) Penyusunan data bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas
keluarga.

5) Pemberian bimbingan teknis bidang pemberdayaan perempuan
dan kualitas keluarga.

6) Pengelolaan sistem informasi bidang pemberdayaan perempuan

dan kualitas keluarga.

31bid, 14.
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7) Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan perempuan dan
kualitas keluarga.

8) Penjatuhan hukuman disiplin kepada bawahan yang melakukan
pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatan
bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga.

10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

d. Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Organisasi

Perempuan dan Anak.

Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Organisasi

Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam rangka melaksanakan penyusunan program Kkinerja dan

perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender (PUG), Organisasi Perempuan, Data Gender dan Anak.

Mempunyai fungsi® :

1) Penyusunan rencana program dan kegiatan kebijakan bidang
kelembagaan PUG, Organisasi Perempuan, Data Gender dan
Anak.

2) Pengoordinasian dan sikronisasi bidang kelembagaan PUG,

Organisasi Perempuan, Data Gender dan Anak.

4Ibid, 15.



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

109

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga.
Penyusunan data bidang kelembagaan PUG, organisasi
perempuan, data gender dan anak.

Pemberian bimbingan teknis bidang kelembagaan PUG, organisasi
perempuan, data gender dan anak.

Pengelolaan sistem informasi bidang kelembagaan PUG,
organisasi perempuan, data gender dan anak.

Pelaksanaan  administrasi  kelembagaan PUG, organisasi
perempuan, data gender dan anak.

Penjatuhan hukuman disiplin kepada bawahan yang melakukan
pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang kelembagaan
Pengarusutamaan Gender (PUG), Organisasi Perempuan dan

Anak.

10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas

dan fungsi.

Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan program kerja dan
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perumusan kebijakan teknis di bidang Pemenuhan Hak Anak.

Mempunyai fungsi® :

1) Penyusunan rencana program dan kebijakan bidang pemenuhan
hak anak.

2) Penyusunan bimbingan teknis bidang pemenuhan anak.

3) Pengoordinasian dan sinkronisasi program Kkegiatan bidang
pemehunan hak anak.

4) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
bidang pemenuhan hak anak.

5) Pengelolaan data dan sistem informasi bidang pemenuhan hak
anak.

6) Penjatuhan hukuman disiplin kepada bawahan yang melakukan
pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7) Pelaksanaan administrasi bidang pemenuhan hak anak.

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka
melaksanakan penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan
teknis di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan

khusus anak. Mempunyai fungsi® :

SIbid, 16.
81bid, 17.
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Penyusunan rencana program dan kebijakan bidang perlindungan
hak perempuan dan perlindungan khusus anak.

Pemberian bimbingan teknis bidang perlindungan hak perempuan
dan perlindungan khusus anak.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perlindungan hak
perempuan dan perlindungan khusus anak.

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus
anak.

Penyusunan data bidang perlindungan hak perempuan dan
perlindungan khusus anak.

Pelaksanaan administrasi bidang perlindungan hak perempuan dan
perlindungan khusus anak.

Pengelolaan sistem informasi bidang perlindungan hak perempuan
dan perlindungan khusus anak.

Penjatuhan hukuman disiplin kepada bawahan yang melakukan
pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang perlindungan

hak perempuan dan perlindungan khusus anak.

10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas

dan fungsinya.
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2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Palu
a) Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Palu saat ini merupakan unsur pelaksana
urusan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Selanjutnya, sebagai implementasi dari kedua peraturan tersebut di
atas, maka telah dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Palu melalui Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Palu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh
sumber daya manusia sebanyak 59 orang yang terdiri dari PNS 29
orang dan tenaga honorer sebanyak 30 orang. Berdasarkan jenis
kelamin terdiri dari : PNS laki-laki 4 orang dan PNS perempuan 25
orang, honorer laki-laki 12 orang dan honorer perempuan 18 orang.
Berikut ini adalah daftar Aparatur Sipil Negara berdasarkan tingkat
pendidikan dan jenis kelamin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Palu’.

"bid, 21.
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Tabel I
Daftar Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin

PNS Non PNS
No. | Tingkat Pendidikan Jumlah
L P L P
1 SMP Sederajat - - - - -
2 SMA Sederajat - 3 7 4 14
3 D1 - 1 - 4 1
4 D3 - 2 - - 2
5 S1 3 12 5 14 34
6 S2 1 7 - - 8
7 S3 - - - - -
Total 4 25 12 18 59

Sumber Data: DPPPA Kota Palu Tahun 2022

Tabel 11
Daftar Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No. Golongan L P Jumlah
1 Golongan I - 4 4
2 Golongan I 3 15 18
3 Golongan 1V 1 6 7
Total 4 25 29

Sumber Data : DPPPA Kota Palu Tahun 2022
3. Sarana dan Prasarana (Aset)
Sarana dan prasarana pendukung tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak masih membutuhkan beberapa aset seperti

Komputer dan Laptop. Berikut adalah daftar sarana dan prasarana



berdasarkan kondisi

pada Dinas

Perlindungan Anak Kota Palu®.

Tabel 111

Pemberdayaan
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Perempuan dan

Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

No. Jenis Sarana dan Prasarana Baiiondll’slijsak Jumlah
1. Kursi Sandaran Rendah 15 - 15
2. Kursi Sandaran Tinggi 6 - 6
3. Meja Kerja 1 Biro 8 - 8
4. Meja Kerja %2 Biro 38 - 38
5. Ac 15 2 17
6. Papan Struktur Organisasi 1 - 1
7. Komputer PC 16 1 17
8. Printer 15 4 19
9. Laptop 9 2 11
10. Infocus 2 - 2
11. Mesin Ketik 1 - 1
12. Sofa 2 - 2
13. Meja Front Office 1 - 1
14. Dispenser 8 1 9
15. Brankas 1 - 1
16. Cctv 1 - 1
17. Lemari Arsip 2 Pintu 7 - 7
18. Lemari Arsip 4 Pintu 2 - 2

81bid, 22.
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19. Lemari Kaca 4 Pintu 1 - 1
20. Sepeda Motor (Torlin) 2 - 2
21. Mobil Operasional (Molin) 1 - 1
22. Mobil Dinas 2 - 2

Sumber Data : DPPPA Kota Palu Tahun 2022

4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Palu®

KEPALA DINAS

SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
-PERENCANA
-ANALISIS KEBIJAKAN
-STATISTI SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
-‘PRANATA KOMPUTER PERENCANAAN UMUM DAN ASET DAN
-ANALISIS KEGAWAIAN PROGRAM KEPEGAWAIAN KEUANGAN
-ARSIPARIS
[ [ [
BIDANG BIDANG KELEMBAGAAN BIDANG BIDANG PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN DAN PG, ORGANISASI "FAK ANAK. PEREMPUAN DAN
KUALITAS KELUARGA PEREMPUAN DAN ANAK PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
| [
SEKSI
SEKSI SEKSI PENGASUHAN SEKSI PERLINDUNGAN
PEMBERDAYAAN || PENGARUSUTAMAAN ANAK, PEREMPUAN
PEREMPUAN BIDANG GENDER PEMANFAAATAN
PENDIDIKAN, WAKTU LUANG,
KESEHATAN DAN DAN BUDAYA
EKONOMI
SEKSI PERLINDUNGAN
SEKSI PEMBINAAN SEKSI HAK SIPIL , | KHUSUS ANAK
SEKSI DAN INFORMASI DAN
PEMBERDAYAAN || PENGEMBANGAN PARTISIPASI
PEREMPUAN BIDANG ORGANISASI
SOSIAL, POLITIK, DAN PEREMPUAN DAN
HUKUM ANAK SEKSI KESEHATAN SEKSI PEMBINAAN DAN
| | DASAR DAN — PENGEMBANGAN
KESEJAHTERAAN LAYANAN KORBAN

SEKSI PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DALAM
PENINGKATAN -
KUALITAS KELUARGA

SEKSI DATA DAN
GENDER ANAK

P2TP2

Sumber Data: DPPPA Kota Palu Tahun 2022

%1bid, 20.
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Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tugas dan Fungsi
Tugas dan fungsi masing-masing Aparatur Sipil Negara tertuang dalam
Peraturan Walikota Palu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagai berikut :
a. Kepala Dinas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membantu

Walikota Palu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintah di Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan

Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Ketahanan dan

kesejahteraan Keluarga serta tugas pembantuan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Mempunyai fungsi :

1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di Bidang
pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang
Keluarga Berencana, dan Bidang Ketahanan dan kesejahteraan
Keluarga.

2) Penyelenggaraan pembinaan, pengumpulan dan pengelolaan data,
penyusunan rencana dan program bidang Bidang pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga
Berencana, dan Bidang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.

3) Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi

pelaksanaan tugas Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan
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dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

4) Pengolahan perizinan dan pelaksanaan pelayanan Bidang
pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang
Keluarga Berencana, dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga.

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja urusan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

6) Penyelenggaraan ketatausahaan dan tatalaksana.

7) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan olen Wali Kota

sesuai tugas pokok dan fungsinya.

. Sekretaris

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Palu. Mempunyai fungsi :

1) Menyusun dan pengkoordinasian rumusan perencanaan program
dan kegiatan Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.

2) Menyusun laporan Kinerja.

3) Pengelolaan administrasi kepegawaian.

4) Pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga.
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5) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.

6) Pengelolaan perlengkapan dan aset.

7) Pengelolaan administrasi keuangan.

8) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang
melakukan pelanggaran disiplin terkait peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

9) Penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja sekretaris.

10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :
a) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas yang
meliputi :
(1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan
sub bagian kepegawaian dan umum.
(2) Melaksanakan surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan.
(3) Melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana dan
prasarana kantor serta urusan rumah tangga, perlengkapan
kebersihan,keamanan dan ketertiban kantor.
(4) Melaksanakan dan menyusun bahan ketatalaksanaan tugas
dinas.
(5) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian berkenaan
dengan informasi kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji

berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami,
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tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan
kesejahteraan pegawai, pendidikan, pelatihan dan ujian
dinas.

(6) Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan
penyelenggaraan rapat dinas.

(7) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian
kepegawaian dan umum.

(9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, mempunyai

tugas yang meliputi :

(1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan
sub bagian perencanaan program dan keuangan.

(2) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan
laporan kinerja.

(3) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas.

(4) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi
perjalanan dinas.

(5) Melaksanakan verifikasi, akuntansi, penatausahaan,

pembukuan  keuangan, perbendaharaan, pelaporan
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keuangan, dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan,
pembuatan tambahan gaji, serta tambahan penghasilan.

(6) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan
pertanggungjawaban keuangan.

(7) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian
perencanaan program dan keuangan; dan i. Melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang

pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di dan kota.

Mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian

2)

penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan
penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan
penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.
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Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem
informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian
penduduk di dan kota.

Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat di tingkat dan kota di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.

Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan
penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.

Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan
penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.

10) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Bidang

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri
dari:

a) Seksi Advokasi dan Penggerakan
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b) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

d. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana kota palu.

Mempunyai fungsi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana.
Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga
berencana.

Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan Kriteria
di bidang keluarga berencana.

Pelaksanaan  penerimaan, penyiapan, pengendalian dan
pendistribusian alat obat kontrasepsi Kota Palu.

Pelaksanaan pelayanan KB Kota Palu.

Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kota Palu.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga
berencana.

Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga
berencana.

Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. Bidang
Keluarga Berencana, terdiri dari :

a) Seksi Distribusi Alat Kontrasepsi.

b) Seksi Jaminan Pelayanan KB.
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c) Seksi Pembinaan Kesertaan KB.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan

keluarga. Mempunyai fungsi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.

Pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan
keluarga.

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga
balita.

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan
ketahanan remaja.

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga
lansia dan rentan.

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan
keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.

Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan
keluarga. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang
kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :

a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
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b) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
c) Seksi Bina Ketahanan Remaja.
2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Palu saat ini merupakan unsur pelaksana
urusan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Palu sebagai implementasi dari kedua peraturan tersebut diatas,
maka telah dibentuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Palu melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Palu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh
Sumber Daya Manusia sejumlah 40 (empat puluh) orang dan tenaga
honorer sebanyak 36 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 7
PNS Laki-laki dan 33 PNS Perempuan, sedangkan untuk tenaga
honorer 12 Laki-laki dan 24 Perempuan.

Berikut ini adalah daftar Aparatur Sipil Negara berdasarkan
tingkat pendidikan dan jenis kelamin pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu.
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Tabel IV
Daftar Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No. | Tingkat Pendidikan C PNS 5 LNon PNPS Jumlah
1 SMA Derajat 2 3 6 10 21
2 D1 - 1 - - 1
3 D3 - 6 - 4 10
4 D4 - 2 - - 2
5 S1 3 16 6 10 35
6 S2 2 5 - - 7

Total 7 33 12 24 76

Sumber Data: DPPKB Kota Palu Tahun 2022
Tabel V
Daftar Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
No. Golongan L P Jumlah

1 Golongan | - - -
2 Golongan 11 1 8 9
3 Golongan I 4 22 26
4 Golongan IV 2 3 6

Total 7 33 40

Sumber Data: DPPKB Kota Palu Tahun 2022
3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Palu adalah pada tabel berikut :
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Tabel VI
Sarana dan Prasarana
No. Jenis Sarana dan Prasarana Satuan Jumlah
1. Laptop Unit 7
2. UPS (Penyimpanan Daya) Unit 1
3. Papan Pengumuman Buah 1
4. Papan Instansi Buah 1
o. AC Buah 2
6. TV Unit 1
7. White Board Buah 1
8. Papan Nama PIL/KB Buah 3
9. Gorden Paket 1
10. Komputer Unit 9
11. Printer Unit 6
12. Mesin Ketik Buah 2
13. Dispenser Buah 4
14. Kipas Angin Buah 4
15. Kamera Buah 2
16. LCD Proyektor Unit 1
17. Telepon Buah 2
18. Sound System Paket 1
19. Mesin Penghisap Debu Unit 1
20. Mesin Pemotong Rumput Unit 1
21. Wireless Unit -
22. Waldrop Buah 1
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23. Exhaust Fan Buah 5
24, Meja Podium Buah 1
25. Apar Buah 5
26. CCTV Buah 3
27. Telepon Fax Buah 1
28. Meja Rapat Kayu Buah 1
29. Meja Rapat Rotan Buah -
30. Meja %2 Biro Buah 20
31. Meja Direksi Buah -
32. Meja Satu Biro Buah -
33. Meja Komputer Buah 13
34. Kursi Sandaran Tinggi Buah 6
35. Kursi Sandaran Rendah Buah 23
36. Kursi Putar Buah 1
37. Lemari Arsip Buah 3
38. Lemari Rak Buah 1
39. Meja resepsionis Buah 1
40. Kursi Kerja Buah 23
41. Tabere Buah 1
42. Sofa Set 1
43. Kursi Rapat Buah 126
44, Kendaraan Roda Dua Unit 57
45, Kendaraan Roda Empat Unit 6

Sumber Data: DPPKB Kota Palu Tahun 2022
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4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Palu

dr. Royke Abraham,

M.A.P
(KEPALA DINAS)

(JABATAN
FUNGSONAL)

Dra. Layla Husin, M.Si

(SEKRETARIS)

Riska, S.KM Judding
(SUBBAG
PERENCANAAN (SUBBAG TATA
DAN KEUANGAN) USAHA)

| Komang Woliantara S.

(BIDANG PENGENDALIAN

Rupeg, S.KM, M.Kes

PENDUDUK,

Rosmaeni Rachmat, S.E,

(BIDANG KELUARGA
BERENCANA)

M.M

PENYULUHAN DAN

Ferawati A. Batalipu
(SEKSI ADVOKASI
DAN PENGGERAKAN)

Hj. Syerly, A. Fischer, S.KM
(SEKSI PENYULUHAN
DAN PENDAYAGUNAAN
PLKB DAN KADER KB)

Dian Nur Ilam, S.KM,
M.A.P
(SEKSI PENGENDALIAN

DAN PENDISTRIBUSIAN
ALAT OBAT
KONTRASEPSI)

Aqgung Aeraningsih, S.KM
(SEKSI JAMINAN
PELAYANAN KB)

Endang Rustuti, S.Sos,, M.A.P
(SEKSI PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
INFORMASI KELUARGA)

Munifa, S.KM
(SEKSI PEMBINAAN
DAN PENINGKATAN
KESERTAAN BER KB)

Sumber Data; DPPKB Kota Palu Tahun 2022

Drg. Lutfiah, M.KM
(BIDANG KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA)

Kuanton, S.KM, M.A.P
| (SEKSI PEMBERDAYAAN
KELUARGA SEJAHTERA)

Indo Ape, S.T
(SEKSI BINA KETAHANAN

KELUARGA BALITA,
ANAK DAN LANSIA)

Saprullah, S.KM, M.M
(SEKSI BINA
KETAHANAN REMAJA)

UPTD
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B. Bagaimana Penerapan Sex Education dalam Meminimalisir Pernikahan
Dini di Kota Palu

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Kabid
Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DPPKB) Kota Palu, Penyuluh Keluarga Berencana Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palu, Duta Generasi
Berencana (GENRE) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020, Anggota Pusat
Informasi Keluarga-Remaja (PIK-R) Kota Palu, dan anak yang menerima materi
sex education. Maka proses penerapan sex education dalam meminimalisir
pernikahan dini di Kota Palu, sebagaimana dikatakan Bapak | Komang Woliantara
S. Rupeg, S.KM, M.Kes, bahwa:

“Dalam rangka menekan angka pernikahan dini di Kota Palu tidak cukup

hanya dengan sosialisasi dan memperketat aturan untuk masyarakat yang

di bawah umur untuk memohon dispensasi nikah dan melangsungkan

perkawinan. DPPKB Kota Palu melakukan segenap upaya berupa mengsex

educationualitas masyarakat secara formal dengan program bina keluarga
balita, remaja, dan lansia serta secara informal membentuk perpanjangan

tangan kami dalam melangsungkan tugas yaitu pusat informasi dan
konseling (PIK-R)”0

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa DPPKB melangsungkan
program kerja bina keluarga balita, remaja, lansia, dan membentuk pusat
informasi dan konseling remaja (PIK-R) guna untuk mengedukasi masyarakat
tentang seksualitas. Sebagaimana dikatakan bapak Saprullah, S.KM, M.M, bahwa:

“Untuk kegiatan tersebut kami lakukan 2 kali setahun yang segmentasi

partisipannya ialah orangtua yang memiliki remaja, balita, ataupun lansia

dalam keluarga dan untuk PIK-R senantiasa setiap hari dalam melakukan
sex educationual. Dikarenakan kader PIK-R telah diberikan pelatihan

mengenai pendidikan seks yang berdasarkan 3 Modul bertahap dan
berkesinambungan yang diterbitkan BKKBN dan John Hopkins Center

O\wawancara dengan Bapak | Komang Woliantara S. Rupeg, Selaku Pegawai Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 18 Juli 2023.
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For Communication Programs (JHCCP) sehingga mereka dapat menjadi
konselor sebaya, teman diskusi sekaligus curhat bagi remaja-remaja di
sekitarnya”!!

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa upaya DPPKB menerapkan
sex education dalam meminimalisir pernikahan dini bukan hanya melalui program
formal saja tetapi ada juga yang informal. Sehingga seluruh elemen masyarakat
memiliki peran dan tanggung jawab untuk persoalan pernikahan dini di Kota Palu
yang diketahui memiliki dampak negatif. Selanjutnya dikatakan oleh salah satu
koordinator penyuluh keluarga berencana DPPKB tentang bagaimana pelaksanaan
teknis cara mereka dalam menerapakan sex education.

Untuk menjalankan tugas penyuluh keluarga berencana kebanyakan para
penyuluh menyusun komunikasi informasi dan edukasi terdahulu sehingga dalam
melakukan edukasi kepada masyarakat bisa terarah dan selalu juga berpatokan
kepada panduan dari BKKBN itu sendiri, adapun bagaimana wujud dan
bentuknya sebagai berikut:

1. Melalui penyuluhan langsung. Baik secara perorangan ataupun kelompok.
2. Diundang KUA terdekat untuk melakukan edukasi kepada para catin
3. Melalui pengajian-pengajian
4. Melalui sekolah-sekolah
5. Melalui Tokoh masyarakat*?
Dalam hal ini Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja atau disingkat (PIK-

R) memiliki peran penting dalam melakukan Penerapan sex education. Karena

Uwawancara dengan Bapak Saprullah, Selaku Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, 18 Juli 2023.

2\wawancara dengan lbu Ichi Paturusi, Selaku Penyuluh Keluarga Berencana Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 17 Juli 2023.
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segmentasi dari tugas mereka adalah bukan hanya murid di sekolah mereka berada

akan tetapi teman sebaya mereka juga dalam masyarakat.’® Rincian Proses

penerapan sex education dan muatan materinya sebagai berikut:

1. Menentukan Peserta

Dalam hal ini peserta yang ditentukan adalah:

a.

Semua teman sebaya usia 15-19 tahun dilingkungan sekolah maupun

non sekolah/masyarakat.

. Memastikan teman mengikutinya secara sukarela dan tanpa paksaan.
. Siapapun boleh ikut, tanpa membedakan latar belakang siapa peserta.

. Maksimal peserta dalam satu sesi sebanyak 30 orang agar lebih fokus.

Pastikan kondisi nyaman bagi remaja laki-laki maupun perempuan

untuk ikut dalam sesi, dan hindari saling membully dan mengejek.

2. Kehadiran orang dewasa

a.

Fungsi orang dewasa yang hadir hanya sebagai peninjau, tidak

diperkenankan untuk mengintervensi berjalannya sesi.

. Jumlahnya tidak terlalu banyak agar tidak mengganggu sesi

. Pastikan peserta tidak terganggu dengan kehadiran orang dewasa, jipa

peserta merasa terganggu dan merasa tidak nyaman dibolehkan untuk
menyuruh orang dewasa tersebut untuk berpindah ruangan atau melihat

dari jarak jauh.

. Siapkan materi singkat

BWawancara dengan Ahmad Syahrul Ramadhan, Selaku Duta Genre Provinsi Sulawesi
Tengah tahun 2020, 11 Juli 2023.
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a. Menyiapkan materi dan bahan bacaan yang dikeluarkan oleh
BKKBN, Kementerian kesehatan, kementerian pendidikan, atau
mitra lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.

b. Mengakses informasi dari situs online, seperti Genre Indonesia,
ataupun Dokter GenZ.

4. Evaluasi dan umpan balik

a. Menyiapkan lembar pre-test dan post-test sesuai jumlah peserta.

b. Menutup kegiatan dengan refleksi bersama dan menanyakan kepada
peserta apa hal baru yang mereka dapatkan.*

Kemudian kumpulan materi yang disampaikan, penulis rangkum pada

tabel sebagai berikut:

Bab Pertemuan Tujuan
Kenali Peserta dapat mengenali dirinya lebih dalam
Dirimu . secara psikis dan memetakan perubahan
. Siapa Aku . . . . . .
Lebih psikologis atau emosional yang dialami, sehingga
Dalam siap untuk membangun relasi yang sehat

Peserta mampu memetakan cara berelasi yang
Relasi yang | sehat dengan orang di sekitar mereka— termasuk

Sehat teman sebaya dan orang yang lebih tua (orang tua
atau guru).

Peserta mampu mengerti perbedaan antara seks,
seksualitas, dan gender. Peserta diharapkan juga
Akudan | GenderVS | mampu memaknai apa maksud dari seksualitas
Sekitarku Jenis dan dorongan seksualitas pada remaja, serta
Kelamin perbedaan jenis kelamin, dengan peran gender
yang seringkali digeneralisasi di masyarakat.

Peserta memahami tentang kekerasan dalam

Cinta itu 3
Tidak pacaran, sehingga mereka dapat mencegah
Menyakiti terjadinya kekerasan dan dapat menanggulangi

jika sudah terlanjur mengalaminya

14wWawancara dengan Faulia Putri Cantika, Selaku PIK-R Tahun 2021, 07 Juli 2023.
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Jalan Peserta memahami kekuatan mereka dalam
Kehidupan | membuat keputusan sendiri terkait kehidupannya.
Transforma . ] o
sikan Peserta mampu dan percaya diri memvisualisasi
Hidupmu Berencana apa yang merekg cita-citakan, serta mampu
ltu Keren memeyakan apa saja yang perlu mereka _Iakukan
dan tidak boleh mereka lakukan agar cita-cita
mereka tercapai
Beda Itu Peserta mampu hidup secara sosial tanpa stigma
Biasa dan diskriminasi
Ayo
Menginspir Peserta mampu menyusun action plan yang kreatif
asi Mari & realistis untuk membagikan hasil refleksi dan
Beraksi! pengetahuan yang telah didapatkan selama 7
pertemuan sebelumnya

Sumber : Modul ‘Beraksi’ modul perencanaan masa depan dan kesehatan
reproduksi untuk pendidik sebaya remaja 15-19 tahun.

Penyampaian semua materi pada tabel di atas dengan metode bermain dan
menyenangkan dengan ketentuan pertemuan, waktu, dan alat/bahan sesuai dengan
pedoman teknis ‘Beraksi’ modul perencanaan masa depan dan kesehatan
reproduksi untuk pendidik sebaya remaja 15-19 tahun.*®

Muatan materi yang secara khusus membahas sex education dalam
meminimalisir pernikahan dini menurut penulis adalah pada bab “Kenali Dirimu
Lebih dalam” dan “bab aku dan sekitarku”, dengan metode visual atau
memperlihatkan/menampilkan gambar alat seksual pria dan wanita beserta
penjabaran fungsinya. Adapun muatan pembahasannya sebagai berikut:

1. Bab kenali dirimu lebih dalam
Pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, dan

ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Pubertas pada perempuan seringkali

Ibid
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lebih cepat satu atau dua tahun dari laki-laki. Nah, pada perempuan, pubertas
ditandai dengan menstruasi- atau biasanya kita mengenalnya dengan sebutan
‘mens’ atau ‘datang bulan’ karena biasanya dialami oleh perempuan setiap 28-35
hari selama kisaran 2-7 hari. Menstruasi berarti perempuan mulai melepaskan
hormon yang menandakan rahim siap untuk menerima sel telur dari indung telur-
dan ketika sel telur tidak dibuahi, maka sel telur yang dilepaskan akan luruh
bersama dinding rahim. Keadaan psikis dan emosional, serta fisik yang sehat,
termasuk makanan yang dikonsumsi serta seringnya perempuan berolahraga,
dapat mempengaruhi lamanya perempuan mengalami menstruasi beserta
siklusnya.

Sedangkan pubertas pada laki-laki akan ditandai dengan mimpi basah.
Mimpi basah berarti hormon testosteron dalam tubuh mulai berfungsi, sehingga
secara alami sepasang testis (buah zakar) akan terus menerus menghasilkan
sperma hingga seumur hidup. Sperma yang sudah matang akan disalurkan melalui
saluran sperma menuju saluran kencing. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, maka
sperma tersebut akan keluar sendiri secara alami melalui mimpi basah.

Ketika kita sedang menjalani masa peralihan ini, kita disebut dengan
remaja atau anak muda. Tahapan pubertas dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu
remaja berumur 10-14 tahu; remaja 15-19 tahun; dan remaja berumur 20-24 tahu.
Pada keadaan fisik dan psikis atau emosional masing-masing individu. Namun,
perlu kita ingat bahwa tanda-tanda pubertas pada masing-masing orangpun
berbeda. Sebagai contoh, di dalam satu kelas, pasti waktu perempuan mengalami

menstruasi pertama berbeda-beda begitu pula dengan waktu pertama laki-laki
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mengalami mimpi basah. Hal ini dipengaruhi oleh hormon masing-masing
individu, dan keadaan hormon masing-masing individu juga dipengaruhi gaya

hidupnya. Kemudian perubahan fisik (secara spesifik) akan diuraikan pada tabel:

Laki-Laki Perempuan
Bahu dan dada jadi bidang Kadar lemak mulai bertambah
Lebih berotot Pinggul mulai melebar
Tumbuh jakun

Payudara membesar dan putting mulai
berbentuk (menonjol kedepan

Suara lebih dalam dan membesar

Tumbuh rambut-rambut halus

disekitar ketiak dan alat kelamin (pada Tumbuh rambut-rambut halus
sebagian remaja laki-laki juga tumbuh | disekitar ketiak dan alat kelamin (pada
rambut di lengan tungkai, dada, sebagian remaja laki-laki juga tumbuh
punggung, dan wajah: kumis dan rambut di lengan tungkai
janggut

Warna alat kelamin menjadi agak

Penis dan skrotum menjadi lebih besar
gelap

Dapat terjadi ejakulasi (keluarnya air
mani) di antaranya keluar melalui Mulai menstruasi
mimpi basah

Perilaku seksual remaja. Salah satu tanda-tanda pubertas adalah
mengalami ketertarikan secara emosional, maupun seksual. Kesehatan seksual
adalah kondisi kesejahteraan fisik, emosi, jiwa, dan sosial terkait dengan
seksualitas. Untuk sehat secara seksual, diperlukan pendekatan yang positif dan
penuh hormat terhadap seksualitas dan hubungan seksual. Selain itu, seseorang
juga perlu diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman seksual yang nikmat
dan ama, tanpa paksaan, diskrimnasi, atau kekerasan.

Istilah seksual pada pubertas akan akrab dan mudah dimengerti apabila

membahas ‘dorongan seksual’ dan ‘perilaku seksual’. Dorongan seksual adalah
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keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan
perilaku seksual. Hal yang wajar pada remaja muncul dorongan seksual karena
ketika memasuki usia pubertas, dorongan seksual akan muncul dalam diri
seseorang. Saat puber, organ-organ reproduksi sudah mulai berfungsi, hormon-
hormon seksualnya juga mulai berfungsi. Hormon-hormon inilah yang
menyebabkan munculnya dorongan seksual, yaitu hormon esterogen dan
progesteron pada perempuan, serta hormon testosteron pada laki-laki. Hal yang
perlu diperhatikan ialah dorongan seksual yang muncul, harus diimbangi dengan
pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seksual.

Tidak ada perbedaan antara dorongan seksual yang dimiliki oleh laki-laki
dan perempuan. Tidak ada yang lebih tinggi. Walaupun di masyarakat muncul
kepercayaan bahwa dorongan seksual pada laki-laki lebih besar dibandingkan
perempuan, hal tersebut sebetulnya disebabkan oleh budaya yang mengizinkan
laki-laki lebih ekspresif (termasuk dalam hal seksualitas), sementara perempuan
dilarang untuk menunjukkan ketertarikan seksualnya di depan banyak orang.

Perilaku seksual remaja dibagi menjadi dua bagian, yaitu perilaku seksual
yang sehat dan perilaku seksual yang berisiko, dengan keterangan pada tabel

sebagai berikut:

Perilaku Berisiko Perilaku Sehat
Berhubungan tanpa kondom Tidak melakukan hubungan seks
: sebelum perkawinan, atau dikenal
Bergonta-ganti pasangan dengan istilah abstinen

Melakukan aktivitas seksual pada diri
sendiri (seperti onani/masturbasi)
menggunalan alat yang tidak aman

Menjaga kebersihan tubuh, termasuk
organ seksual
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Melakukan hubungan seksual dengan | Bagi yang sudah terlanjur aktif secara

pekerja seks komersial tanpa kondom seksual, menggunakan pengaman

(kondom) sebagai bentuk pengurangan
resiko kesehatan

Tatto tanpa memperhatikan kebersihan
jarum suntik yang digunakan

Bergantian jarum pada kelompok
pecandu NAPZA Suntik (penasun)

2. Bab aku dan sekitarku
Dalam modul ini berisikan tentang alasan perkawinan dini, darmpak
perkawinan dini dari aspek ekonomi dan sosial, psikologis, pendidikan, kesehatan,
dan kehamilan remaja. Alasan perkawinan dini:

a. Alasan kultural, memastikan sang anak menikah dengan seseorang yang
dipercaya keluarga akan merawatnya. Di wilayah dimana perkawinan
biasa dilakukan di usia yang lebih muda, perempuan yang terlambat
kawin bisa mendapat predikat “perawan tua”

b. Alasan ekonomis, beberapa orangtua memberikan anak perempuannya
untuk dinikahi dengan tujuan untuk mendapatkan mas kawin, yang
berupa uang, barang, atau ternak. Ada juga menikahkan anak
perempuannya untuk melunasi hutang. Maka dari itu, sang anak
mempresentasikan nilai finansial dari hutang tersebut. Beberapa orang
memberikan anaknya untuk dinikahi sebagai hadiah untuk
menunjukkan rasa hormatnya terhadap orangtua. Untuk menghindari
kensekuensi sosial dari kehamilan usia anak (remaja hamil namun
belum bersuami mengalami stigma, sehingga sering kali dianggap lebih

baik menikah saja).



138

c. Alasan keluarga, kebanyakan alasannya ialah menjaga nama baik
keluarga pada saat seorang anak perempuan hamil di usia anak, di luar
nikah, walaupun sering kali perkawinan dengan alsan seperti ini
menjadi beban karena anak belum siap secara mental untuk menjalani
kehidupan berumah tangga, terlebih lagi jika perempuan dan laki-laki
sama-sama masih usia anak.

Dampak dari perkawinan anak dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti

dari aspek sosial dan ekonomi sebagai berikut:

a. Secara umum, seringkali mengalami masalah perekonomian yang
berperan dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

b. Daya saing rendah untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan jenjang
karir yang baik.

c. Kehilangan komunitas/teman karena waktu terkuras untuk mengurus
anak dan keluarga.

d. Kurang optimalnya pengasuhan anak (aspek pengetahuan/intelektual
pengasuhan belum siap)

Aspek psikologis:

a. Emosi yang tidak stabil dapat memicu retaknya hubungan rumah tangga
(pertengkaran)

b. Rentan mendapatkan perlakuan kekerasan berbasis gender.

c. Berpotensi mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga
(perceraian)

d. Kondisi emosional yang labil ketika pasca melahirkan (baby blues)
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e. Mengalami ketidakstabilan emosi (stress/depresi) karena tuntutan

sebagai orangtua muda.

Aspek pendidikan. Pernikahan dini cenderung menyebabkan pelakunya

mengalami putus sekolah. Mereka memiliki kemungkinan 11 kali lebih tinggi

untuk tidak bersekolah (putus sekolah) dibandingkan dengan anak perempuan

dengan anak perempuan yang masih bersekolah.

Aspek kesehatan. Berisiko mengalami masalah kesehatan reproduksi

seperti kanker leher rahim dan trauma fisik pada organ intim. Jika sampai terjadi

kehamilan di usia dini, resiko kesehatannya lebih tinggi, yaitu:

a.

Tekanan darah tinggi. Resiko yang lebih berat mungkin akan terjadi, yakni
eklampsia (kejang-kejang).
Kelahiran bayi prematur (lahir sebelum usia 38 minggu)

Bayi kekurangan berat badan atau berat badan saat lahir rendah (BBLR)

. Memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melahirkan.

Proses persalinan yang memakan waktu lama.

Kematian ibu dan janin: pendarahan saat melahirkan disebabkan otot
rahim yang telalu lemah menyebabkan pendarahan relatif lebih sulit
berhenti.

Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan sex

education dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Palu sudah terlaksana

dengan baik dikarenakan telah tepat sasaran dan tujuan melakukan kegiatan

tersebut memperoleh hasil, seperti penurunan angka pernikahan dini di Kota Palu,



140

dari 644 kasus pada tahun 2020, 226 kasus pada tahun 2021, dan 7 kasus pada
tahun 2022.1°

C. Bagaimana Tinjauan Magashid Syariah Terhadap Penerapan Sex
Education dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu

Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DPPKB) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DPPPA) memberikan sex education kepada masyarakat
untuk menurunkan angka pernikahan dini yang dapat menyebabkan berbagai
masalah kehidupan manusia di kemudian hari seperti kematian bayi atau ibu,
kesenjangan sosial ekonomi, dan masalah kesehatan bagi bayi.!” Sebagaimana

dalam kaidah fikih:

Yo

5 ol
Artinya:
“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.8
Pengertiannya adalah suatu kerusakan atau kemafsadatan dihilangkan.
Dengan kata lain kaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu tidak
diperbolehkan dalam agama islam. Sehingga pernikahan dini harus dicegah atau
dihilangkan karena mengandung mudharat, dan salah satu caranya yaitu dengan

sex education.

Diolah dari Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.

"Wawancara dengan Ibu Ichi Paturusi, Selaku Penyuluh Keluarga Berencana Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 17 Juli 2023.

18Muhammad Siddiq Bin Ahmad Al-Burnu, al-wajiz fi idhah al-gowa ’id al-Fighiyah, cet.
I. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1404 H/1983 M), 109.
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Sebelumnya penulis sepakat bahwa penerapan sex education membuahkan
hasil dikarenakan angka pernikahan dini di Kota Palu turun dari tahun 2020-2022.
Namun, penulis menganalisis bahwa pada materi modul sex education khususnya
pada bab “kenali dirimu lebih dalam” yang digunakan penyuluh keluarga
berencana dan PIK-R tidak mengandung nilai-nilai keislaman, sebab modul
tersebut disampaikan kepada remaja yang rentang usia 15-19 Tahun yang belum
menikah. Di dalam bab itu dituliskan bahwa contoh perilaku yang tidak aman
dalam seksualitas adalah “berhubungan seks tanpa kondom”, jika logikanya
dibalik bisa menjadi “berhubungan seks dengan kondom adalah perilaku yang
aman dalam seksualitas” dan contoh perilaku yang dikatakan aman dalam perilaku
seksual adalah “bagi yang sudah terlanjur aktif secara seksual, menggunakan
pengaman (kondom) adalah sebagai bentuk pengurangan risiko kesehatan”.
Pandangan tersebut sudah pasti diambil dari pemikiran barat yang sekuler dan
bersifat individualistik.

Pendidikan seks (sex education) dalam Islam bukan semata terkait dengan
pengenalan pengetahuan (kognisi) tentang seks: anatomi, fisiologi, dan organ vital
manusia. Pendidikan seks yang banyak dijadikan rujukan (referensi) pada
umumnya berasal dari Barat yang berititik tolak dari teori dan paradigma sekular,
liberal, dan hedonistik. Atas nama liberlisme dan kebebasan personal, pendidikan
seks ala Barat tidak menitikberatkan kepada pencegahan pergaulan bebas dan
haramnya hubungan seksual di luar nikah, karena hal ini dipandang
“bertentangan” dengan hak-hak asasi manusia (HAM). Paradigma pendidikan

seks ala Barat yang tidak landasi nilai-nilai moral dan agama (Islam) tentu
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berdampak sangat negatif terhadap: pergaulan bebas, perzinahan (kumpul kebo),
pornografi, pornoaksi, homoseksual, LGBT, dan itu seolah menjadi biasa, lumrah,
dan tidak boleh dicampuri.

Demikianlah ilustrasi pendidikan seks di barat dengan gersang nilai-nilai
agama dan moral, karena lebih mengedepankan kebebasan individu dan HAM,
liberalisme, dan sekularisme. Model pendidikan seks ala Amerika tersebut jelas
tidak berwawasan moral dan kemanusiaan universal, karena mereka tidak
dibentengi iman dan moral. Mereka tetap “dibolehkan’ bergaul bebas dan berzina,
asal menggunakan kondom agar aman dan tidak terjadi kehamilan di usia remaja.
Pendidikan seks ala Barat itu bebas nilai, tanpa disertai rasa bersalah dan berdosa
jika berzina, serta berhubungan seksual di luar nikah.

Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil

kemaslahatan sebagaimana dalam kaidah fikih sebagai berikut:

Alaall s e 2584 auiall £ 5

Artinya:

“Menolak mafsadat diutamakan daripada menarik maslahah”.%°

Sehingga menurut hemat penulis sebagian materi sex education yang
digunakan PIK-R ataupun forum Genre membuka peluang untuk kerusakan yang
lainnya, seperti praktik seks pra nikah sebagaimana wawancara dengan siswa
SMAN 4 Palu:

“Sex Education menurut saya bagus, karena banyak hal-hal yang baru

yang saya dapati. Seperti pengenalan istilah anatomi manusia dan fungsi-

fungsi alat reproduksi manusia, tetapi itu bikin saya juga bisa mengetahui
cara untuk bebas dari resiko perbuatan yang dilarang oleh agama, namun

Mujib, H. Abdul, Kaidah-Kaidah IImu Figih, Jakarta: Kalam Mulia. Cet. 2.2001, 42.
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rasanya saya justru tambah berani melakukan hal begituan daripada
sebelum mendapatkan materi sex education”.?

Dari hasil wawancara tersebut memperkuat data yang menunjukkan bahwa pada

tahun 2022 terdapat sampel 6750 perempuan belum kawin di indonesia dengan
rentang umur 15-19 tahun dan presentasi pernah melakukan seks 0.9%. Umur 20-
24 dengan jumlah sampel 3221 dan presentase 2.6%. Jumlah sampel 7713 laki-
laki belum kawin di indonesia rentang umur 15-19 tahun dan presentasi pernah
melakukan seks 3.6%. Umur 20-24 dengan jumlah sampel 4899 presentase 14%.%

Islam menentang pergaulan bebas yang sering kali membawa kepada hal-
hal yang tidak dikehendaki, seperti kehamilan diluar nikah, yang secara sosiologis
menimbulkan aib bagi pelaku dan keluarganya. Oleh karena itu, untuk
menghindari hal tersebut, Islam menetapkan cara untuk melindungi keturunan dan
kehormatan atau Hifz al-Nasl, dalam memelihara keturunan taraf al-daruriyat,
seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan,
maka ekistensi keturunan akan terancam.??

Sehingga dalam masalah ini telah berkumpulnya 2 kerusakan pada
penerapan sex education di Kota Palu yaitu, pertama pernikahan dini, kedua seks

pra-nikah. Di dalam paradigma islam ada kaidah fikih sebagai berikut:

Sl Y ol

\Wawancara dengan GA, Selaku Siswa SMAN 4 Palu yang menerima materi Sex
Education, 23 Agustus 2023.

2Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2022: Kesehatan Reeproduksi Remaja

22Amrullah Hayatudin, Ushul Figh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam), 216.
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Artinya:

“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lagi”?3.

Terdapat 2 kerusakan yang berkumpul sehingga dalam kasus ini penulis
harus mengukur taraf kerusakannya dari yang teringan sampai terberat, sehingga
dalam hal ini terdapat suatu kaidah fikih sebagai berikut:

CEAY) )kl )5 sy 5 H2all
Artinya:

“Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang
lebih ringan”.?*

Sehingga dalam analisis penulis bahwa permasalahan pernikahan dini dan
sex education sama-sama memiliki kerusakan, namun itu tidak bisa ditetapkan
secara general. Karena perkara kerusakan yang diakibatkan pernikahan dini dan
sex education hanya bisa ditetapkan apabila hal tersebut disandarkan kepada
setiap individu dengan ketentuan-ketentuan yang rumit dan pengambilan
keputusannya dilandasakan pada nilai-nilai keislaman.

Pendidikan seks dalam Islam itu diarahkan kepada pembinaan
pemeliharaan fitrah manusia normal agar tidak terjadi penyimpangan orientasi
seksual, penyakit kelamin, kesehatan reproduksi, dan penyakit sosial. Pendidikan
seks dalam Islam tidak hanya membentengi peserta didik agar tidak melakukan
perbuatan keji: perzinahan, hubungan seksual di luar nikah, tetapi juga memberi

penyadaran dan pendewasaan para calon mempelai agar memiliki kematangan

ZMuhammad Siddiq Bin Ahmad Al-Burnu, al-wajiz fi idhah al-gowa’id al-Fighiyah,
129.

2Abu Faraj Abd Al-Rahman al-Baghdadi Ibnu Rajab al-Hambali, al-Qawaid fi al-Figh
Tagrir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawaid, (tt:bait al-Afkar al-Dawliyah, tt).
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dan kesiapan mental untuk menikah, menjalani kehidupan rumah tangga, dan
menjadi orang tua.

Hal tersebut Dberarti bahwa pendidikan seks tidak berwawasan
kemanusiaan, melainkan berorientasi kebinatangan: seks bebas, tanpa terikat oleh
nilai dan akad nikah sesuai dengan ajaran agama, apapun agamanya. Islam hadir
dengan wajah dan orientasi nilai-nilai kemanusiaan yang mengedepankan
pentingnya menghormati institusi keluarga, harga diri, harkat dan martabat
perempuan. Oleh karena itu, Islam sangat protektif terhadap kesucian institusi
rumah tangga, antara lain dengan melarang umatnya, misalnya “berdua-duaan”
(lelaki dan perempuan yang bukan mahram) karena ketiganya adalah setan atau
melarang mendekati perbuatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya
perzinahan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS Al-Isra
(17): 32 sebagai berikut:

Yot sl 3 alald GRS A1 558 Vs
Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”?®

Wawasan kemanusiaan dalam pendidikan seks dalam Islam tidak hanya
ditunjukkan melalaui proteksi harga diri, harkat martabat, dan masa depan
institusi rumah tangga, melainkan juga diaktualisasikan dalam bentuk afirmasi
dan edukasi nilai pembentukan rumah tangga melalui lembaga pernikahan yang
sah (legal) atas dasar cinta kasih (mawaddah wa rahmah). Orientasi pendidikan

seks yang berwawasan kemanusiaan dalam Islam tidak hanya diletakkan dalam

BDepartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 286..
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konteks pengembangan silarurrahim dan kekerabatan berbasis akidah tauhid,
tetapi juga dalam rangka mewujudkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
Niat, motif, tujuan, dan orientasi membentuk rumah tangga melalui ikatan suci
pernikahan adalah melahirkan keluarga sakinah, bahagia dunia dan akhirat, bukan
sekadar untuk melegalkan hubungan seksual suami dan istri.

Berwawasan kemanusiaan dalam pendidikan seks, baik bagi remaja
maupun orang dewasa, diaktualisasikan dengan menjaga pandangan mata,
mengendalikan nafsu syahwat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang
menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Oleh sebab itu, salah satu ciri
atau indikator Mukmin beruntung adalah sebagaimana firman Allah swt dalam
QS. Surat Al-Mu’minun (23): 5 sebagai berikut:

Orsbain 2ga 55l 2 (il
Terjemahnya:

“Dan orang yang memelihara kemaluannya”.?

Menjaga kesucian diri dan kehormatannya dengan menutup aurat, tidak
memasuki rumah orang lain tanpa izin sebagaimana firman Allah swt dalam QS.
Surat (24): 28

| 3a o8 13h0 ) A1 08 )5 A& G35 a1 318 132 (g 1503 o 6
sle (3l Ly a1 540 K5 5
Terjemahnya:

“Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah
kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu,

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 154.
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“Kembalilah!” Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu,
dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.?’

Mukmin lelaki dan perempuan selalu diperintahkan untuk menjaga
pandangan mata dan menjaga kemaluannya karena yang demikian itu lebih suci
sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Surat Al-Nur (24): 30 sebagai berikut:

Dl 1 (440 S 5 G 14528151855 3kl B ) sty
Osxiiay iy

Terjemahnya:
“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka

menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu

adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa

yang mereka perbuat”.?®

Dengan kata lain, nilai kemanusiaan dan moral universal dengan menjaga
kesucian dan harga diri, menjaga pandangan dan menutup aurat merupakan model
pendidikan seks dalam Islam yang luar biasa menyelamatkan masa depan umat
manusia. Pendidikan seks bukan semata persoalan mengajarkan bagaimana
berhubungan seks secara aman meski tanpa ikatan pernikahan (kumpul kebo),
tetapi bagaimana mengokohkan fundamental akidah tauhid dengan pendidikan
akidah yang lurus dan benar, fundamental mental spiritual dengan pendidikan
ibadah yang fungsional dan bukan sekadar ritual, dan fundamental sosial dengan
pendidikan muamalah hasanah dan akhlak karimah, terutama dalam interaksi
sosial antara orang tua dengan anak, anak dengan sesama, dan warga masyarakat.

Pendidikan seks bukan sekadar mengenalkan organ vital, alat reproduksi,

dan anatomi fisik dan fisiologis dua insan yang berbeda kelaminnya, melainkan

ZDepartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 152.
BDepartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 382.
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bagaimana membina, mengembangkan, dan menjaga kesucian diri dengan akhlak
mulia, rasa malu, rasa berbuat dosa, dan merasa diawasi oleh Allah swt dalam
pergaulangan dan hubungan sosial agar tidak menyimpang dari norma agama dan
etika.

Pendidikan seks berwawasan kemanusiaan dalam Islam akan efektif dan
berdampak positif bagi umat manusia, apabila semua menyadari bahwa hidup
bahagia dalam Islam itu bukan sekadar mereguk kenikmatan dengan
melampiaskan hawa nafsu dan syahwat birahi tanpa kendali, tetapi hidup bahagia
itu harus menjaga fitrah kemanusiaan dengan menaati nilai-nilai agama dalam
kehidupan personal dan sosial. Islam dipastikan hadir dengan perangkat nilai
paling sempurna dalam mengatur hubungan sosial dengan pendidikan seks yang

bervisi kemasalahatan dan kebahagiaan masa depan umat manusia.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan sex education dalam
meminimalisir pernikahan dini di kota Palu dalam tinjauan magashid syariah
adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sex education di kota Palu untuk menekan angka pernikahan
dini di Kota Palu, dan tidak cukup hanya dengan kegiatan sosialiasi batas
usia perkawinan, bahaya pernikahan dini, dan pendewasaan usia
pernikahan serta memperketat aturan untuk masyarakat yang di bawah
umur untuk memohon dispensasi nikah dan melangsungkan perkawinan.
DPPKB Kota Palu melakukan segenap upaya berupa mengedukasi
seksualitas masyarakat secara formal dengan program bina keluarga balita,
remaja, dan lansia serta secara informal membentuk perpanjangan tangan
dalam melangsungkan tugas yaitu pusat informasi dan konseling (PIK-R)
dan berhasil dalam menekan angka pernikahan dini.

2. Tinjauan Magashid Syariah Terhadap Penerapan Sex Education dalam
meminimalisir pernikahan dini di Kota Palu, penulis berpendapat bahwa
tidak semuanya bertentangan dengan konsep magashid syariah ataupun
nilai-nilai  keislaman karena mengandung nilai kebaikan demi
kemashlahatan hidup manusia, dan peranan magashid syariah terhadap

permasalahan ini yakni perlindungan terhadap keturunan (Hifz Nasl).
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Namun, perlu diperhatikan olen pemerintah kota Palu untuk merevisi

sebagian materi sex education yang ditujukan kepada remaja rentang usia

15-19 tahun agar kiranya tidak menimbulkan kerusakan.
B. Implikasi Penelitian

Pemerintah Kota Palu dalam hal ini organisasi perangkat daerah (OPD)
yang bekerja dalam bidang ini harus tetap konsisten melakukan program kegiatan
yang dapat mencegah terlaksananya pernikahan dini dan harus selalu bersinergi
dengan elemen masyarakat, agar kira masalah ini menjadi perhatian bersama
untuk dicegah. Begitu juga untuk para remaja yang ingin melangsungkan
pernikahan dini agar mempertimbangkan konsekuensi apa yang akan diterima
apabila tetap memaksakan untuk kawin di usia dini. Kemashlahatan pribadi,
keluarga, dan seluruh umat manusia adalah prioritas untuk mencapai maksud dan
tujuan Allah swt menurunkan syariat di muka bumi sehingga terciptanya

masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah swt.
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11.

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

Apakah anda menyusun materi komunikasi informasi dan edukasi mengenai
pernikahan dini?

Mengapa pemberian materi mengenai pernikahan dini pelu dilakukan?
Bagaimana cara anda untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
mengenani pernikahan dini?

Apakah masyarakat mengetahui dampak dari pernikahan dini?

Bagaimana cara anda memberikan dorongan agar masyarakat tidak
menikahkan anaknya secara dini?

Apa hambatan dalam pemberian materi pemahaman mengenai pernikahan
dini? Dan bagaimana cara mengatasinya?

Bagaimana cara anda menarik masyarakat agar bisa ikut bergabung dalam
bina keluarga remaja?

Apakah penyuluhan mengenai program bina keluarga remaja dilaksanakan
secara rutin

Menurut anda dengan edukasi seks bisa menurunkan angka pernikahan dini?
Bagaimana cara anda mengadvokasi mengenai pernikahan dini ke tokoh
masyarakat di temoat anda bertugas?

Bagaimana cara anda melakukan komunikasi atau menjalin kemitraan dengan

organisasi formal maupun informal yang ada di temoat anda bertugas?
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